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ABSTRAK 
Nama : Muh. Fardan Ngoyo 
NIM : 10800110047 
Judul :Kajian Penerapan Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah 
Berdasarkan PSAK 109 pada Badan Amil Zakat Nasional 
(BAZNAS) Kota Makassar 
Penelitian ini bertujuan mengkaji penerapan Akuntansi zakat dan 
Infaq/Sedekah berdasarkan PSAK 109 pada BAZNAS Kota Makassar. Jenis 
penelitian ini tergolong penelitian kualitatif dengan pendekatan kualitatif-interpretif. 
Adapun sumber data penelitian ini adalah data primer yang berasal dari wawancara 
dengan pihak pengelola BAZNAS Kota Makassar yang mengetahui langsung 
penerapan akuntansi di BAZNAS Kota Makassar. Data sekunder juga didapatkan dari 
laporan keuangan, profil lembaga, dan arsip kegiatan BAZNAS Kota Makassar. Lalu, 
teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan melalui tiga tahapan, yaitu: 
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
  Dalam temuan penelitian setelah dilakukan pengujian analisis data yang telah 
dikumpulkan dan dibandingkan dengan PSAK 109, pencatatan laporan keuangan 
BAZNAS Kota Makassar menggunakan model single entry. Model  ini mencatat satu 
kali penerimaan dan pengeluaran kas. Dalam pencatatan laporan keuangannya 
BAZNAS membagi pos dana menjadi 3 bagian yakni, kas dana Zakat, kas dana, infaq 
haji, dan kas dana infaq PNS. Sedangkan dalam penyalurannya membagi dan 
mencatat penyaluran sesuai dengan program yang ditetapkan yakni, program 
keagamaan, program kesehatan dan pendidikan, program ekonomi dan SDM, dan 
program bidang Sosial. Dalam proses pelaporan keuangannya BAZNAS Kota 
Makassar hanya membuat Laporan Perubahan Dana. Hal ini dipengaruhi oleh metode 
pencatatan yang digunakan yaitu  single entry sehingga sulit untuk menentukan pos-
pos keuangan yang dibutuhkan dalam pelaporan keuangan lainnya seperti neraca. 
BAZNAS Kota Makassar belum menggunakan sistem double entry dan belum 
menghasilkan  lima laporan keuangan menurut PSAK 109. Dengan demikian, 
pencatatan yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Makassar belum  sepenuhnya  sesuai 
dengan PSAK 109. 
 
Kata kunci:  Zakat, Infaq/Sedekah, Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah, PSAK 109. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
  Zakat merupakan pilar ketiga dalam Islam dimana perintahnya secara 
berulang-ulang disebutkan baik di dalam Al-Quran maupun hadis. Perintah tersebut 
menjadi landasan untuk memungut zakat dari kelompok masyarakat yang mampu 
(the have) kepada masyarakat yang kurang mampu (the have not). Menurut 
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109, Zakat adalah harta yang 
wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan 
kepada yang berhak menerimanya (mustahiq)1. 
  Agar zakat yang dikeluarkan oleh seseorang dapat mencapai sasaran penerima 
yang berhak, maka diperlukan lembaga yang khusus menangani zakat. Lembaga 
zakat pada dasarnya memiliki dua peran utama, yaitu: (1) memobilisasi zakat pada 
masyarakat (umat), dan (2) melakukan pendistribusian zakat kepada mereka yang 
berhak menerima.2 
  Potensi zakat di Indonesia menurut riset yang telah dilakukan oleh BAZNAS, 
IPB, dan Bank Pembangunan Islam (IDB) potensi zakat nasional tahun 2013 
mencapai sebesar Rp 217 triliun. Namun potensi zakat yang bisa terserap menurut 
BAZNAS, baru mencapai Rp 2,73 triliun atau hanya sekitar 1% saja. Ini 
                                                            
1Ikatan Akuntansi Indonesia, Exposure Draft (ED) PSAK NO 109 tentang zakat dan 
infaq/sedekah, 2008, h. 03. 
2Mahmudi, Pengembangan Sistem Akuntansi Zakat Dengan Teknik Fund Accounting. 
Makalah diskusi Pusat Penelitian dan Pengembangan Ekonomi (P3E) FE UII, 2003, h. 01. 
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mengindikasikan bahwa kurangnya  kepercayaan masyarakat terhadap organisasi-
organisasi pengelolaan zakat di Indonesia dikarenakan buruknya pengelolaan 
keuangan yang dilakukan oleh organisasi-organisasi pengelolaan zakat di Indonesia.3 
Dalam hal regulasi, pemerintah telah menerapkan sebuah aturan khusus dan spesifik 
mengenai pemungutan zakat kepada para wajib zakat (muzakki). Sebagai negara yang 
memiliki jumlah umat Islam yang cukup besar, langkah ini merupakan hal yang 
sepatutnya dilakukan. Mengingat bahwa pemungutan dana zakat yang dari sisi agama 
merupakan sebagai sebuah kewajiban.  
  Untuk mengatur pengelolaan zakat agar lebih terarah maka pemerintah 
mengeluarkan aturan tentang hal itu. Aturan tersebut terkandung dalam UU No. 23 
tahun 2011 yang memberikan legitimasi bahwa untuk melaksanakan pengelolaan 
zakat maka perlu dibentuk badan/lembaga pengelola zakat baik yang dikelola oleh 
pemerintah maupun oleh masyarakat secara independen. Sebelumnya aturan tentang 
zakat diatur dalam UU No 38 Tahun 1999 hingga dilakukan berbagai perubahan dan 
penyempurnaan agar dapat mengoptimalkan pengelolaan dana zakat bagi mustahik. 
  Bahwa rendahnya tingkat kolektabilitas dana zakat di Indonesia disebabkan 
oleh dua hal. Pertama, masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat 
tantang zakat. Hal ini terjadi karena lemahnya proses sosialisasi serta proses 
pendidikan agama yang kurang menekankan akan pentingnya zakat dalam kehidupan 
                                                            
3Nizar Nasrullah. “Pengaruh kompetensi Sumber Daya Manusia dan penerapan Standar 
Akuntansi Zakat, Infaq, dan sedekah (PSAK 109) Terhadap Laporan Keuangan” Jurnal Accounting 
Universitas Siliwangi Tasikmalaya, Vol 3 No 2, Tahun 201, h. 02. 
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bermasyarakat. Kedua, terletak pada aspek kelembagaan zakat.4 Untuk mengatur 
kedua kendala dalam pengelolaan zakat tersebut maka perlu didukung dengan 
regulasi yang kuat. Dengan hadirnya UU No 23 Tahun 2011 dan diperkuat oleh PP 
No 14 Tahun 2014 diharapkan dapat menjadi acuan bagi pengelolaan dana zakat yang 
akan memberikan dampak bagi kesejahteraan umat Islam. 
  Nah, sesuai amanah dalam undang-undang tersebut, Organisasi Pengelola 
Zakat (OPZ) merupakan lembaga pengelola zakat yang diberikan kepercayaan untuk 
dapat mengelola dana zakat yang telah dikumpulkan dari muzakki dan mempunyai 
wewenang untuk menyalurkannya kepada yang berhak dan melaporkan penggunaan 
dana zakat kepada publik. 
  Akuntabilitas ditujukan untuk mencari jawaban terhadap pertanyaan apa, 
siapa, kepada siapa, yang mana, dan bagaimana. Pertanyaan yang membutuhkan 
jawaban tersebut antara lain, apa yang harus dipertanggungjawabkan, mengapa 
pertanggungjawaban harus diserahkan, kepada siapa pertanggungjawaban diserahkan, 
siapa yang bertanggungjawab terhadap berbagai bagian kegiatan dalam masyarakat, 
apakah pertanggungjawaban berjalan seiring dengan kewenangan yang memadai, dan 
lain sebagainya.5 Sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Mahmudi (2008) 
dalam hasil penelitiannya yang mengemukakan bahwa : 
                                                            
4Adnan dalam Nikmatuniayah. Akuntabilitas Laporan Keuangan Organisasi Pengelola Zakat 
Yayasan Daruttaqwa Semarang. Jurnal Prosiding SnaPP 2012: Sosial, Ekonomi, dan Humaniora 
(2012), h. 523. 
  5Osborne dalam Mardiasmo. Pewujudan Transparansi Dan Akuntabilitas Publik Melalui 
Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance.Yogyakarta. 2003, h. 05. 
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“Salah satu sumber utama meraih kepercayaan publik adalah dengan 
meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan oleh organisasi pengelola 
zakat yang diberikan kepada publik, maka dengan itu diperlukan dukungan 
sistem akuntansi dan sistem manajemen yang memadai”.6 
  Golongan yang berhak menerima zakat tersebut sesuai tuntutan al-Quran 
disebut mustahik zakat yang harus diberikan oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). 
Pengelolaan dana zakat yang disalurkan tersebut kepada mustahik tersebut harus 
mampu dipertanggungjawabkan oleh pengelola dana zakat. Sesuai dengan UU No. 23 
tahun 2011 pasal 2 poin g bahwa pengelolaan zakat berasaskan akuntabilitas, dan 
dijelaskan bahwa yang dimaksud asas “akuntabilitas” adalah pengelolaan zakat dapat 
dipertanggungjawabkan dan dapat diakses oleh masyarakat.7 Makassar sebagai kota 
metropolitan yang memiliki penduduk mayoritas muslim juga harus mendapat 
perhatian serius. Mengingat bahwa potensi zakat di kota ini tentu membutuhkan 
pengelolaan zakat yang dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel) dan transparan 
kepada publik.  
  Akuntansi Zakat merupakan sebuah standar pelaporan yang dibuat untuk 
memberikan informasi keuangan mengenai pengelolaan zakat yang dilakukan oleh 
lembaga zakat. Sebagai lembaga yang berwenang dan mendapatkan kepercayaan dari 
pihak stakeholders, maka dari itu sebuah lembaga zakat harus memberikan 
pertanggungjawaban dan memberikan laporan keuangan, pengelolaan zakat, maupun 
jenis zakat yang transparan kepada publik. Untuk melaksanakan fungsi ini diperlukan 
                                                            
6Mahmudi dalam Nizar Nasrullah. “Pengaruh kompetensi Sumber Daya Manusia dan 
penerapan Standar Akuntansi Zakat, Infaq, dan sedekah (PSAK 109) Terhadap Laporan Keuangan” 
Jurnal Accounting Universitas Siliwangi Tasikmalaya, Vol 3 No 2, Tahun 201, h. 25. 
7Republik Indonesia, Undang Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2011 tentang 
Pengelolaan Zakat, h. 15.  
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akuntansi. Jadi secara sederhana akuntansi zakat bertujuan untuk 
melakukan/mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi 
zakat dan infak/sedekah.8 
  Akuntansi zakat merupakan praktek pembukuan dan pencatatan laporan 
keuangan dalam pengumpulan dan penyaluran dana zakat. Dana zakat yang 
dikumpulkan dan dikelola oleh lembaga amil zakat senantiasa akan 
dipertanggungjawabkan kepada umat (publik). Oleh karena itu, menjadi sangat 
penting bagi lembaga pengelola zakat untuk dapat memberikan informasi dan laporan 
keuangan yang akuntabel dan transparan kepada publik. Akuntansi zakat sebagai 
standar pelaporan yang tertuang dalam PSAK 109, menjadi instrumen penting bagi 
lembaga pengelola zakat untuk memberikan laporan keuangan yang memadai dan 
dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga, umat (publik) dapat mengetahui dan 
memberikan kepercayaan kepada lembaga zakat untuk mengelola dan menyalurkan 
dana zakat. Melalui kualitas laporan keuangan yang dilaporkan dengan menyesuaikan 
standar akuntansi zakat PSAK 109 diharapkan lembaga amil zakat mampu 
menjalankan tuganya sesuai dengan yang diamahkan. Yakni, melaksanakan 
pengumpulan, pendisitribusian, dan pendayagunaan zakat hingga melaporkan dan 
mempertanggungjawabkan pelaksanaan penggunaannya kepada umat. 
  Namun pada kenyataannya, standar pelaporan akuntansi zakat dan 
infaq/sedekah berdasarkan PSAK 109 yang mulai berlaku efektif sejak Januari 2012 
                                                            
  8Ikatan Akuntansi Indonesia, Exposure Draft(ED) PSAK NO 109 tentang Zakat dan 
Infaq/Sedekah, 2008, h. 01. 
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masih belum diterapkan secara menyeluruh. Masih banyak dari Organisasi Pengelola 
Zakat (OPZ) yang belum menerapkan PSAK 109 secara menyeluruh. Seperti dalam 
temuan penulis pada penelitian terdahulu tentang penerapan akuntansi zakat dan 
infaq/sedekah. Meski telah melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan dari 
pengelolaan dana zakat yang telah diterima dari muzakki. Namun, penerapan 
akuntansi zakat dan infaq/sedekah yang sesuai dengan standar PSAK 109 belum 
diterapkan secara menyeluruh. Padahal hal tersebut merupakan komponen yang 
sangat penting untuk menyeragamkan model pelaporan keuangan agar dapat 
dipahami dengan baik oleh publik sebagai pihak yang berkepentingan. 
  Pada penelitian yang dilakukan oleh Rina Indrayani, Isna Yuningsih, dan 
Salma Pattisahusiwa (2012) di LAZ DPU Samarinda menemukan bahwa LAZ DPU 
belum menjurnal pada saat pengakuan awal penerimaan dan pengeluaran dana, neraca 
31 desember yang disajikan hanya terlihat nilai nominal dari seluruh penerimaan dan 
pengeluaran, tidak melakukan pengungkapan atas asset  kelola dan belum mencatat 
transaksi nonkas dalam perlakuan akuntansi yang sesuai dengan PSAK nomor 109 
dalam penyajian laporan keuangan dari dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh.9 
 Sehingga, berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas, maka 
penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait penerapan PSAK 109 tentang 
zakat dan infaq/sedekah. Dengan adanya penerapan PSAK 109 kepada organisasi 
pengelola zakat (OPZ) secara baik dan benar akan dapat mewujudkan pengelolaan 
                                                            
9Rina Indrayani, Isna Yuningsih, dan Salma Pattisahusiwa, Analisis Perlakuan Akuntansi 
Zakat, Infaq, dan Sedekah pada Lembaga Amil Zakat Dana Peduli Umat (LAZ DPU) di Samarinda 
[t.p](Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman, 2012), h. 01. 
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dana zakat secara optimal dan memberikan manfaat yang besar bagi orang yang 
berhak menerima zakat (mustahiq). Adapun judul dalam penelitian yang dipilih 
adalah : “Kajian Penerapan PSAK 109 pada Badan Amil Zakat (Baznas) Kota 
Makassar”. 
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
  Fokus penelitian ini adalah kajian dalam penerapan pelaporan keuangan dan 
pengelolaan dana zakat oleh organisasi pengelola zakat (OPZ) berdasarkan pada 
PSAK 109. Sebelumnya PSAK 109 berbentuk Exposure Draft PSAK 109 yang 
diperkenalkan sejak tahun 2008. Setelah disosialisasikan dan mendapat berbagai 
masukan, PSAK 109 disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah pada tanggal 6 
April 2010 dan  mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2012.  
  Dalam PSAK 109 mengatur bagaimana pengakuan dan pengukuran dana ZIS, 
penyajian, pengungkapan, dan pelaporan keuangan amil zakat.  Organisasi Pengelola 
Zakat (OPZ) merupakan institusi yang secara resmi untuk menghimpun dan 
mengelola dana zakat hingga menyalurkan dan mempertanggungjawabkan kepada 
publik. Badan amil zakat (baznas) kota Makassar yang tergolong sebagai salah satu 
organisasi sektor publik milik pemerintah berdasarkan UU No 23 Tahun 2011 tentang 
pengelolaan zakat. Berdasarkan regulasi tersebut pula setiap organisasi pengelola 
zakat, baik BAZ maupun LAZ, berkewajiban untuk membuat laporan keuangan. 
Proses pelaporan tersebut merupakan wujud pertanggungjawaban publik sesuai 
dengan prinsip akuntabilitas sebagaimana yang dimuat pada pasal 2 poin g UU No 23 
Tahun 2011. 
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  Adapun penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam 
dengan informan yang dianggap memiliki kapasitas dalam memberikan informasi 
terkait penerapan akuntansi zakat dan infaq/sedekah dan didukung dengan analisis 
terhadap data dokumentasi laporan keuangan dan program pengelolaan zakat serta 
telaah literatur secara mendalam. Penelitian ini bermaksud untuk melakukan kajian 
mendalam terkait sejauh mana penerapan akuntansi zakat dan infaq/sedekah pada 
badan amil zakat (baznas) kota Makassar berdasarkan PSAK 109. 
  Penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan informasi dan memahami 
pendapat, sikap, dan tanggapan  pimpinan/pegawai/staf keuangan sehubungan dengan 
penerapan akuntansi zakat dan infaq/sedekah yang diterapkan oleh BAZNAS kota 
Makassar. Oleh karena itu, pendapat mereka terkait penelitian ini sangat diperlukan. 
Selain itu, penelitian ini juga menelaah data dokumenter laporan keuangan BAZNAS 
Kota Makassar serta melakukan observasi langsung ke tempat penelitian. 
C. Rumusan Masalah 
  Dari penjelasan latar belakang tersebut di atas, rumusan masalah yang 
kemudian muncul dalam penelitian ini adalah: 
1. Bagaimana penerapan akuntansi zakat dan infaq/sedekah pada badan amil zakat 
Nasional (BAZNAS) kota Makassar. 
2. Apakah penerapan akuntansi zakat dan infaq/sedekah pada badan amil zakat 
Nasional (BAZNAS) Kota Makassar telah sesuai dengan PSAK 109. 
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D. Penelitian Terdahulu 
  Sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam undang-undang bahwa badan 
amil zakat (baznas) adalah lembaga yang berwenang dalam melakukan tugas 
pengelolaan dana zakat. Oleh karena itu, untuk melaksanakan tugas tersebut, 
Organisasi Pengelola zakat (OPZ) harus menjalankan fungsi pelaporan dan 
pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat sebagaimana yang diatur dalam 
pasal 7 poin d UU No 23 Tahun 2011. Laporan tersebut harus memuat akuntabilitas 
dan kinerja pelaksanaan pengelolaan zakat dan infaq/sedekah. Oleh karena itu, 
sehubungan dengan hal tersebut, maka sangat diperlukan standardisasi pelaporan agar 
publik dapat menilai kinerja pengelolaan dana zakat oleh Organisasi pengelola zakat 
(OPZ). Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penerapan PSAK 109 
tentang zakat dan infaq/sedekah antara lain: 
1. Umi Khoirul Umah (2011)10 
  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan akuntansi zakat yang 
digunakan pada Lembaga Amil Zakat Dompet Peduli Umat Darut Tauhid (LAZ DPU 
DT) Cabang Semarang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, 
yaitu menganalisis serta mendeskripsikan penerapan akuntansi terhadap laporan 
keuangan  Lembaga Amil Zakat Dompet Peduli Umat Darut Tauhid (LAZ DPU DT) 
Cabang Semarang. yang meliputi analisis terhadap Pengakuan, Pengukuran, 
                                                            
10 Umi Khoirul Umah. Penerapan Akuntansi Zakat pada Lembaga Amil Zakat (Studi pada 
LAZ DPU DT Cabang Semarang). Skripsi. (Semarang: Fakultas Syariah IAIN Wali Songo Semarang, 
2011), h. v. 
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Pengungkapan dan Pelaporannya kemudian dibandingkan dengan PSAK No. 109 
tentang Akuntansi Zakat dan Infaq/Shadaqah.  
  Dari hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa penerapan akuntansi zakat 
pada LAZ DPU DT Cabang Semarang menggunakan metode  cash basic atau basis 
kas yaitu pencatatan dari seluruh transaksi hanya dilakukan pada saat mengeluarkan 
kas dan menerima kas, sedangkan laporan keuangan yang sebaiknya diterapkan oleh 
para pengelola organisasi zakat mengacu kepada PSAK No. 109 tentang akuntansi 
zakat dan infaq/shadaqah. Akun-akun yang tercantum dalam PSAK No. 109 tentang 
akuntansi zakat dan infaq/shadaqah lebih terperinci dan tidak dibatasi, sesuai dengan 
kebutuhan akuntansi organisasi pengelola zakat. Bentuk laporan keuangan yang 
dibuat LAZ DPU DT Cabang Semarang adalah, laporan sumber dan penggunaan 
dana dan laporan penerimaan dan penggunaan dana. pada saat ini laporan 
keuangannya belum menggunakan neraca. Sedangkan sebuah laporan keuangan 
menurut PSAK No. 109 menggunakan lima laporan keuangan yaitu:  neraca, laporan  
sumber dan penggunaan dana, laporan perubahan asset kelolaan, laporan arus kas, 
dan catatan atas laporan keuangan. 
2. Rina Indrayani, Isna Yuningsih, dan Salma Pattisahusiwa (2012)11 
  Penelitian ini berjudul “Analisis Perlakuan Akuntansi Zakat, Infaq, dan 
Sedekah pada Lembaga Amil Zakat Dana Peduli Umat (LAZ DPU) di Samarinda”. 
Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini yakni, bagaimana Perlakuan 
                                                            
11Rina Indrayani, Isna Yuningsih, dan Salma Pattisahusiwa Analisis Perlakuan Akuntansi 
Zakat, Infaq, dan Sedekah pada Lembaga Amil Zakat Dana Peduli Umat (LAZ DPU) di Samarinda 
[t.p](Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman, 2012), h. 01. 
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Akuntansi Dana Zakat, Infaq da Shodaqoh dalam Penyajian Laporan Keuangan 
Lembaga Amil Zakat Dana Peduli Ummat berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi 
Keuangan (PSAK) nomor 109 dan  tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah 
untuk mengetahui perlakuan akuntansi dalam pengelolaan dana zakat, infaq dan 
shodaqoh dengan mengacu pada PSAK nomor 109. Dari hasil penelitian yang 
dilakukan terdapat beberapa temuan yang dapat diangkat, diantaranya yaitu LAZ 
DPU belum menjurnal pada saat pengakuan awal penerimaan dan pengeluaran dana, 
neraca 31 desember yang disajikan hanya terlihat nilai nominal dari seluruh 
penerimaan dan pengeluaran, tidak melakukan pengungkapan atas asset  kelola dan 
belum mencatat transaksi nonkas dalam perlakuan akuntansi yang sesuai dengan 
PSAK nomor 109 dalam penyajian laporan keuangan dari dana Zakat, Infaq dan 
Shodaqoh. 
3. Andi Metari Setiaware (2013)12 
  Penelitian oleh Andi Metari Setiaware ini berjudul “Analisis Penerapan 
Akuntansi zakat dan Infaq/Sedekah pada lembaga amil zakat (LAZ) Dompet Dhuafa 
Cabang Makassar”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan 
akuntansi zakat, infk/sedekah yang dilakukan LAZ Dompet Dhuafa Cabang Makassar 
dan apakah telah sesuai dengan PSAK No. 109.  Dari hasil penelitian yang dilakukan 
baik dari menganalisis laporan keuangannya dan melalui wawancara, bahwa Dompet 
Dhuafa menggunakan sistem akuntansi dana, yaitu memisahkan dana menurut 
                                                            
12Andi Metari Setiariware. Analisis Penerapan Akuntansi Zakat dan Infaq/sedekah pada LAZ 
Dompet Dhuafa Cabang Makassar. Skripsi. (Makassar: Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas 
Hasanuddin Makassar, 2014), h. vi.  
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sumber dan peruntukkannya. Kemudian membagi dana ziswaf sesuai dengan prinsip 
syari’ah. Dompet Dhuafa secara berkala membuat laporan keuangan sebagai 
pertanggungjawaban terhadap pengelolaan dana ziswaf dari masyarakat.   
  Secara keseluruhan dari penerapan akuntansi yang dilakukan oleh Dompet 
Dhuafa Cabang Makassar telah sesuai dengan PSAK No. 109 dari pengakuan, 
pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Namun ada sedikit perbedaan dalam 
bentuk penyajian saldo dana pada neraca yang dibuat oleh Dompet Dhuafa Cabang 
Makassar, dimana saldo dana yang disajikan tidak dipisahkan, akan tetapi 
terakumulasi dari jumlah keselurahan dana ziswaf yang terhimpun. Berdasarkan dari 
hasil penelitian tersebut, penyajian laporan keuangan lembaga amil zakat dompet 
dhafa cabang Makassar belum mengacu pada PSAK 109. 
4. Enggar Estika Handoko (2013)13 
  Penelitian oleh Enggar yang berjudul “Analisis Penerapan Akuntansi Zakat 
dan Infaq/Sedekah (PSAK 109) pada Yayasan Dompet Dhuafa Republika” 
membahas tentang pencatatan dan pelaporan akuntansi yang diterapkan pada Yayasan 
Dompet Dhuafa Republika. Dalam hasil analisis yang dilakukan dengan menganalisa 
dan membandingkan pencatatan dan pelaporan keuangan Yayasan dompet dhuafa 
dengan apa yang ditetapkan oleh PSAK 109 menujukkan bahwa tidak terdapat 
perbedaan yang cukup signifikan dalam penerapan PSAK 109 di dompet dhuafa. 
                                                            
13Enggar Handoko. Analisis Penerapan Akuntansi Zakat dan Infaq/sedekah pada Yayasan 
Dompet Dhuafa Republika. Skripsi. (Depok: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Depok, 2013), 
h. viii. 
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  Meskipun demikian, ada beberapa hal yang menjadi catatan dalam penelitian 
tersebut. Terutama dalam pemakaian format pelaporan keuangan dan 
pengungkapannya. Ada beberapa hal yang diisyaratkan dalam PSAK 109 yang belum 
diungkapkan Domprt Dhuafa di laporan keuangannya. Misalnya dalam soal 
pengungkapan penyaluran dana zakat kepada 8 asnaf. Sementara pengungkapan 
dalam pelaporan keuangan oleh Dompet Dhuafa menggunakan pendekatan program. 
5. Nurhaida Widyarti M (2014)14 
  Penelitian oleh Nurhaida yang berjudul “Studi Evaluatif Penerapan Akuntansi 
Zakat dan Infaq/Sedekah pada LAZIS Wahdah Islamiyah Makassar Berdasarkan 
PSAK 109” ini bertujuan mengetahui penerapan akuntansi zakat pada LAZIS 
Wahdah Islamiyah Makassar. Temuan penelitian menunjukkan sistem pencatatan 
akuntansi terhadap dana zakat dan infak/shadaqah yang digunakan pada LAZIS 
Wahdah Islamiyah Makassar berdasarkan single entry. Model  ini mencatat satu kali  
penerimaan dan pengeluaran kas. Dalam proses pelaporan keuangannya, LAZIS 
Wahdah Islamiyah Makassar hanya membuat Laporan Perubahan Dana. Hal ini 
dipengaruhi oleh metode pencatatan yang digunakan yaitu  single entry sehingga sulit 
untuk menentukan pos-pos keuangan yang dibutuhkan dalam pelaporan keuangan 
lainnya seperti neraca. LAZIS Wahdah Islamiyah Makassar belum menggunakan 
sistem double entry dan belum menghasilkan  lima laporan keuangan menurut PSAK 
                                                            
14 Widyarti Nurhaida M. Studi Evaluatif atas Penerapan Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah 
pada LAZIS Wahdah Islamiyah Makassar Berdasarkan PSAK 109. Skripsi. Makassar: Fakultas 
Ekonomi & Bisnis Universitas Hasanuddin , 2014), h. viii. 
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109.  Dengan demikian, pencatatan yang dilakukan oleh LAZIS Wahdah  Islamiyah 
Makassar  belum  sepenuhnya  sesuai dengan PSAK 109.  
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
  Penelitian tentang kajian penerapan PSAK 109 tentang zakat dan prinsip 
Akuntabilitas terhadap kualitas laporan keuangan pengelolaan Zakat ini bertujuan 
untuk: 
a. Untuk mengkaji dan mengetahui secara kualitatif penerapan akuntansi zakat dan 
infaq/sedekah pada badan amil zakat (baznas) kota Makassar. 
b. Untuk memberikan rekomendasi literatur mengenai penerapan akuntansi zakat dan 
infaq/sedekah bagi lembaga pengelola zakat. 
2. Kegunaan Penelitian 
  Adapun hasil dari penelitian tentang penerapan PSAK 109 tentang zakat pada 
badan amil zakat (baznas) Kota Makassar mempunyai beberapa kegunaan. Dengan 
mengambil objek penelitian Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar, 
penelitian ini diharapkan akan bermanfaat secara: 
a) Manfaat Praksis 
  Secara praksis penelitian ini bermanfaat bagi Organisasi Pengelola Zakat 
(OPZ) khususnya dalam hal ini badan amil zakat (baznas) Kota Makassar sebagai 
tempat penelitian penulis. Dengan melihat penerapan dan implementasi dalam 
pelaporan keuangan yang digunakan oleh baznas Kota Makassar, hal ini dapat 
menjadi bahan analisa dan evaluasi terhadap proses pelaporan yang selama ini 
15 
 
 
 
diterapkan pada organisasi pengelola zakat (OPZ). Sehingga dapat menjadi acuan 
dalam melakukan perbaikan-perbaikan di masa yang akan datang agar meningkatkan 
pengelolaan dana zakat secara optimal dan mendapatkan kepercayaan masyarakat. 
b) Manfaat Teoretis 
  Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan untuk merekonstruksi kerangka 
teoretis bagi akademisi dalam mengembangkan akuntansi zakat dan infaq/sedekah 
yang transparan dan akuntabel. Secara teoretis, penelitian ini ingin menguji dan 
mengembangkan teori legitimasi dalam penerapan Akuntansi Zakat dan 
Infaq/Sedekah berdasarkan PSAK 109. 
c) Manfaat Regulasi 
  Dengan hasil penelitian ini, setelah melakukan kajian dan evaluasi terhadap 
kinerja lembaga amil zakat dan implementasi PSAK 109 tentang zakat dan 
infaq/sedekah. Dengan melihat penerapan akuntansi yang terdapat di Badan Amil 
Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar diharapkan dapat memberikan gambaran 
tentang pelaksanaan regulasi pengelolaan zakat seperti dalam UU No 23 Tahun 2011. 
Bagi pengambil kebijakan dan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dapat menjadi 
acuan dalam memperkuat dan memperbaiki aturan pengelolaan zakat bila masih 
terdapat kekurangan.  
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BAB II 
TINJAUAN TEORITIS 
A. Teori Legitimasi 
  Teori legitimasi, Menurut Dowling (1975), adalah suatu kondisi dimana 
sistem nilai suatu entitas perusahaan  kongruen dengan sistem nilai  lingkungan  
sosial yang  lebih besar  dimana  entitas  tersebut  berada, jika perbedaan antara dua 
sistem nilai ini terjadi,  maka  akan  terdapat  ancaman terhadap legitimasi entitas 
tersebut.15 Sejalan dengan itu Hadi (2011) menyatakan bahwa, legitimasi merupakan 
sistem yang pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan terhadap 
masyarakat, pemerintah individu, dan kelompok masyarakat.16 Sedangkan menurut 
yang dijelaskan Meutia (2010), legitimasi adalah menyamakan persepsi bahwa 
tindakan yang dilakukan oleh suatu entitas merupakan tindakan yang diinginkan, 
pantas ataupun sesuai dengan sistem norma, nilai kepercayaan, dan definisi yang 
dikembangkan secara sosial. Untuk mencapai tujuan ini organisasi berusaha untuk 
mengembangkan keselarasan antara nilai-nilai sosial yang dihubungkan dengan 
kegiatannya dan norma-norma dari perilaku yang diterima dalam sistem sosial yang 
lebih besar dimana organisasi itu berada serta menjadi bagiannya.17 
                                                            
15Dowling dalam Eka Siskawati dan Elfitri Santi, “Akuntabilitas Lingkungan pada PT Semen 
Padang dalam Perspektif Legitimacy Theory”, Jurnal Akuntansi dan Manajemen Vol 4 No 1 (2009) h. 
44. 
16Hadi dalam Farida Efriyanti dan Sarah Genevine, Analisis Perbandingan dan Pelaksanaan 
Corporate Social Responsibility Terhadap PT. Bank Negara Indonesia, Jurnal Akuntansi Keuangan 
Vol. 3 No. 2 (2014), h. 271. 
  17Meutia dalam Farida Efriyanti dan Sarah Genevine, Analisis Perbandingan dan Pelaksanaan 
Corporate Social Responsibility Terhadap PT. Bank Negara Indonesia, Jurnal Akuntansi Keuangan 
Vol. 3 No. 2 (2014), h. 271. 
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 Dari pernyataaan di atas bisa dikaitkan dalam konteks pengelolaan dana zakat 
yang secara legitimasi dipercayakan oleh masyarakat kepada BAZNAS kota 
Makassar. Sistem nilai dan norma sosial tersebut dalam bentuk aturan pelaporan 
keuangan yang dinyatakan dalam PSAK 109 tentang zakat dan infaq/sedekah.  
Bahwa sebagai pihak yang mengemban amanah, pengelola zakat memiliki kewajiban 
agar melaporkan hasil kinerjanya dalam bentuk pelaporan agar kemudian bisa 
dikonsumsi oleh para pemangku kepentingan atas laporan tersebut. Sehingga akan 
menguatkan legitimasi organisasi pengelola zakat (OPZ) di mata masyarakat. Selain 
itu akan meningkatkan tingkat kepercayaan muzakki kepada pengelolaan zakat 
sehingga akan memberikan pengaruh kepada peningkatan partisipasi wajib zakat 
kepada lembaga amil zakat. Pelaksanaan akuntabilitas pengelola zakat wajib 
dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam mengemban amanah. Dalam 
Islam dijelaskan untuk selalu menjaga amanah dalam QS Al-Anfal/8: 27 yang 
berbunyi:  
$pk  r'¯» t z`  Ï% ©! $# (#q ãZtB#uä w (#q çRq èrB ©! $# tAq ß§9$# ur (#þq çRq èrB ur öNä3 ÏG»oY»tB r& öN çFR r& ur tbqßJ n=÷è s? ÇËÐÈ     
Terjemahnya :  
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul 
(Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang 
dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.18 
 
  Penjelasan ayat tersebut menganjurkan umat muslim untuk selalu bersifat 
amanah. Sifat amanah merupakan syarat pokok bagi setiap pemimpin karena jika 
                                                            
18Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya,Cet: Al-Juamnatul ‘Ali, hal.180. 
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tidak memiliki sifat tersebut, niscaya akan membawa kepada kerusakan masyarakat 
atau bangsa dan negara. Sebagaimana digambarkan dalam Hadist Bukhari 
meriwayatkan dengan sanad dari Abi Hurairah r.a., Bukhari menjelaskan bahwa 
Rasulullah SAW, bersabda: 
 
 ُﻦْﺑ ُﺪ ﱠﻤَﺤُﻣ َﺎَﻨﺛ ﱠﺪَﺣ ٍنﺎ َﻨِﺳ ِª َﺎَﻨﺛ ﱠﺪَﺣ ،َنﺎَﻤ ْ َﻠُﺳ ُﻦْﺑ ُﺢ ْ َُﻠﻓ ﺎ ََﻨﺛ ﱠﺪَﺣ ، َﻼ َل  ُﻦْﺑ ٍءَﺎﻄَﻋ ْﻦَﻋ ، ﱟِﻲﻠَﻋ  ِﻦْﺑ
 ،ٍرﺎََﺴ َلَﺎﻗ ُ ْﻨَﻋ ُ ﱠﷲ َﻲِﺿَر َةَﺮ ْ َُﺮª ِﻲﺑ َا ْﻦَﻋ َْﻠَﻋ ُ ﱠﷲ ﻰﱠﻠَﺻ ِ ﱠﷲ ُلْﻮُﺳَر َلَﺎﻗ ::َﻢﱠﻠَﺳَو ِ  اَِذا
 ْﻧَﺎﻓ َُﺔﻧﺎََﻣﻻا ْﺖَﻌﱢ ُﺿ ِ؟ ﱠﷲ ُلْﻮُﺳَر َﺎ  َﺎ ُﺘَﻋﺎَِﺿا َﻒ ْ َﻛ َلﺎ َﻗ َﺔَﻋﺎﱠﺴﻟا ِﺮَِﻈﺘ ﻰ َِﻟا ُﺮَْﻣﻷا َِﺪﻨُْﺳأ اَذِا
 ِﺮَِﻈﺘْﻧَﺎﻓ ِ ﻠªَْأ ِﺮ ْ َﻏ  .َﺔَﻋﺎﱠﺴﻟا   
Terjemahnya: 
"Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Sinan] telah menceritakan 
kepada kami [Fulaih bin Sulaiman] telah menceritakan kepada kami [Hilal bin 
Ali] dari ['Atho' bin yasar] dari [Abu Hurairah] radhilayyahu'anhu mengatakan; 
Rasulullah saw bersabda: "Jika amanat telah disia-siakan, tunggu saja 
kehancuran terjadi." Ada seorang sahabat bertanya; 'bagaimana maksud amanat 
disia-siakan? ' Nabi menjawab; "Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, 
maka tunggulah kehancuran itu."(HR. Bukhari) 19 
 
  Pertanggungjawaban juga dilakukan agar tetap berada pada tatanan aturan 
yang telah ada. Aturan yang mengatur mengenai akuntabilitas keuangan dalam 
penerapan PSAK 109 menjadi aturan mutlak dalam menjalankan pengelolaan zakat 
juga dibentuk sebagai mesin penjawab mengenai kebutuhan informasi akan laporan 
pengelolaan dana zakat yang berguna bagi masyarakat luas. Akuntansi dalam hukum 
Islam berhubungan dengan pengakuan, pengukuran dan pencatatan transaksi dan 
                                                            
19Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhari al-Jafii, Kitab Shahih Bukhari, juz VIII 
(cet. I [t.t]: Dar tauqun an-Najah, 1422 H ), h. 104.  
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pengungkapan hak dan kewajiban secara adil. Seperti tercantum dalam Surat Al 
Baqarah: 2/282: 
 $ yg r'¯» t úïÏ% ©! $# (#þq ãZtB# uä #s Î) L äêZ t# y s? Aûøïy Î/ #n< Î) 9@ y_ r& wK |¡ B çnqç7çFò2$ sù 4 =çG õ3u ø9 ur öN ä3 uZ÷­/ 
7=Ï?$2 ÉAô yè ø9$ Î/ 4 wur z>ù't ë= Ï?% x. br& |= çFõ3 t $ yJ 2 çm yJ ¯=tã ª! $# 4 ó=çG ò6uù=sù È@ Î=ôJ ãø9 ur Ï% ©! $# 
Ïmø n=tã ,ys ø9 $# È,­G u ø9ur ©!$# ¼ çm­/u wur ó§ y ö7 t çm ÷ZÏB $ \«ø x© 4 bÎ* sù tb%x. Ï% ©!$# Ïmø n=tã ,ys ø9 $# $·gÏÿ y ÷r r& 
$ ¸ÿÏè |Ê ÷rr& w ßì ÏÜtG ó¡ o b r& ¨@ÏJ ã uqèd ö@Î=ôJ ãù=sù ¼ çm Ï9ur ÉA ô yè ø9 $ Î/ 4 (#rß Îh ô± tFó$# ur Èûøïy Ík y­ ` ÏB 
öN à6Ï9% y` Íh ( bÎ*sù öN©9 $ tRq ä3 t Èû÷ü n=ã_ u ×@ ã_ tsù Èb$s? r& zöD $# ur ` £JÏB tböq |Êö s? z` ÏB Ïä !#y pk ¶9$# br& ¨@ ÅÒ s? 
$ yJ ßg1y÷nÎ) t Åe2x çFsù $yJ ßg1y ÷nÎ) 3t ÷zW{$# 4 wur z> ù't âä!# y pk ¶9 $# #s Î) $ tB (#q ã ß 4 wur (#þq ßJ t«ó¡ s? br& 
çnq ç7çFõ3 s? #·Éó |¹ ÷r r& #·Î7 2 #n< Î) ¾Ï&Î# y_ r& 4 öNä3 Ï9ºs äÝ|¡ ø% r& yZÏã «! $# ãP uqø%r& ur Ío y»pk ¤¶=Ï9 # oT÷ r&ur wr& 
(# þqç/$ s?ö s? ( HwÎ) br& cqä3 s? ¸o t»yfÏ? Zo uÅÑ%tn $ ygtRr ãÏ è? öN à6oY÷t/ }§ ø n=sù ö/ ä3ø n=tæ îy$uZ ã_ wr& $ ydqç7 çFõ3 s? 
3 (# ÿrß Îg ô©r&ur # s Î) óOçF÷è t$ t6s? 4 wur §!$Ò ã Ò= Ï?%x. wur Ó Îgx© 4 bÎ)ur (#qè=yè øÿ s? ¼ çm¯R Î*sù 8-qÝ¡ èù öN à6Î/ 3 (#qà) ¨?$# ur 
©! $# ( ãN à6ßJ Ïk=yè ãur ª! $# 3 ª! $# ur Èe@ à6Î/ >äóÓ x« ÒOÎ=tæ ÇËÑËÈ    
 
Terjemahnya: 
“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai 
untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah 
seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah 
penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka 
hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan 
(apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, 
dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang 
berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia 
sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan 
dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang 
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lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki 
dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika 
seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu 
enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu 
jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu 
membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan 
persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah 
mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu 
jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak 
menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah 
penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), 
Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan 
bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui 
segala sesuatu (QS al-Baqarah/2:282).20 
  Oleh karena itu, proses pengumpulan, pendistribusian, merupakan amanah 
oleh Allah dan umat untuk dipertanggungjawabkan dengan baik. Ayat tersebut di 
atas, mengisyaratkan akan pentingnya proses pencatatan dalam segala aktivitas 
ekonomi yang berkaitan dengan muamalah. Tidak terkecuali dalam pencatatan dan 
pelaporan pengelolaan dana zakat oleh BAZNAS kota Makassar.  
B. Konsep Dasar Zakat dan Infaq/Sedekah 
1. Pengertian Zakat 
  Kata Zakat adalah isim masdar dari  zaka-yazku-zakah yang berarti suci, 
berkah, tumbuh, dan terpuji. Pengertian ini merujuk pada al-Qur an diantaranya: 
õ è{ ô` ÏB öNÏlÎ;ºuqøB r& Zps%y |¹ öN èdã Îdg sÜè? N ÍkÏj. t è? ur $pk Í5 Èe@ |¹ ur öN Îgø n=tæ ( ¨bÎ) y7s? 4qn=|¹ Ö` s3y öNçl°; 3 ª! $# ur 
ì ÏJ y íOÎ=tæ ÇÊÉÌÈ     
Terjemahnya :  
“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu 
membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. 
                                                            
20Departemen Agama RI,  Al-Qur’an dan Terjemahnya, Cet: al-Jumanatul ‘Ali, h. 48. 
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Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan 
Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui (Q.S at-Taubah/ 9:103)”21 
!$ tB ur OçF÷s?#uä ` ÏiB $\/Íh (# uqç/÷zÏj9 þÎû ÉAºuq øB r& Ä¨$¨Z9$# xsù (#qç/ö t yYÏã «! $# ( !$ tB ur OçF÷s?# uä ` ÏiB ;o 4qx. y 
cr ßÌ è? tmô_ ur «!$# y7 Í´¯» s9'r é'sù ãN èd tbqàÿ Ïè ôÒ ßJø9 $# ÇÌÒÈ     
Terjemahnya: 
“Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada 
harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang 
kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan 
Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat 
gandakan (pahalanya). (al-Ruum/30: 39)”22 
 
  Zakat menurut istilah fiqh adalah sejumlah harta tertentu yang harus 
diserahkan kepada orang-orang yang berhak menurut syariat Allah SWT (Qardawi: 
1991). Kata zakat dalam terminologi al-Qur’an sepadan dengan kata shadaqah. 
Pengertian Zakat Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 10923:  
“Harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariah 
untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahik) baik melalui amil 
maupun secara langsung. Ketentuan zakat mengatur mengenai persyaratan 
nisab, haul (baik yang periodik maupun yang tidak periodik), tarif zakat 
(qadar), dan peruntukannya”. 
 
2. Pengertian Infaq dan Sedekah  
  Infak berasal dari kata anfaqa yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) 
untuk  kepentingan sesuatu. Menurut terminologi syariat, infak  berarti mengeluarkan 
sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang 
                                                            
21Departemen Agama RI,  Al-Qur’an dan Terjemahnya, Cet: al-Jumanatul ‘Ali, h. 203. 
22Departemen Agama RI,  Al-Qur’an dan Terjemahnya, Cet: al-Jumanatul ‘Ali, h. 408. 
23Ikatan Akuntan Indonesia. Exposure Draft(ED) PSAK 109 tentang zakat dan Infaq/sedekah, 
2008, h. 03.  
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diperintahkan Islam. Infak adalah pengeluaran sukarela yang di lakukan seseorang, 
setiap kali ia memperoleh rizki sebanyak yang ia kehendaki. Allah memberi 
kebebasan kepada pemiliknya untuk menentukan jenis harta, berapa jumlah yang 
yang sebaiknya diserahkan. 
  Sedekah berasal dari kata shadaqa yang berarti benar. Orang yang suka 
bersedekah adalah  orang yang benar pengakuan imannya. Adapun secara terminologi 
syariat sedekah makna asalnya adalah tahqiqu syai'in bisyai'i, atau 
menetapkan/menerapkan sesuatu pada sesuatu. Sifatnya sukarela dan tidak terikat 
pada syarat-syarat tertentu dalam pengeluarannya baik mengenai jumlah, waktu dan 
kadarnya. 
3. Macam –Macam Zakat 
a. Zakat Fitri (Barang Makanan) 
  Zakat fitri adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh  setiap orang Islam yang 
mempunyai kelebihan makanan dari keperluan keluarganya yang wajar pada malam 
hari raya Idul Fitri. Besar zakat fitri  setara dengan 2,5 kilogram makanan pokok yang 
ada di daerah atau  negeri yang bersangkutan.24 Menurut mayoritas ulama, zakat fitri 
juga bisa ditunaikan dengan uang, dengan syarat ada akad jual beli sebelumnya 
bahwa uang tersebut sebagai pengganti makanan pokok tersebut. Kewajiban zakat 
fitrah, merujuk pada al-Qur an dan berapa hadits, di antaranya: 
                                                            
24Didin Hafidhuddin, Panduan Praktis Tentang  Zakat, Infak, dan  Sedekah  (Jakarta: Gema 
Insani Press, 1998) hal. 47.  
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ô s% yxn=øùr& t`B 4ª1 t s? ÇÊÍÈ   t x.s ur zOó$# ¾ÏmÎn/u 4©?|Á sù ÇÊÎÈ     
Terjemahnya : 
“Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman). 
Dan Dia ingat nama Tuhannya, lalu Dia sembahyang. (QS Al-A’laa/87 :14-
15).25 
 
Sementara itu dalam sebuah hadis Nabi Muhammad saw menjelaskan bahwa : 
 ِﻦَﻋَو  ِﻦِْﺑا  ٍسﺎﱠﺒَﻋ  َﻲِﺿَر  ُ ﱠَﷲ ﺎَُﻤ ْﻨَﻋ  َلَﺎﻗ:  َضََﺮﻓ  ُلْﻮُﺳَر  ِﷲ ﻰﱠﻠَﺻ  ُﷲ  ِ ْ َﻠَﻋ  َﻢﱠﻠَﺳَو  َةﺎَﻛَز 
 ِﺮِْﻄْﻔﻟا  ًةَﺮ ْ ُط  ِِﻢﺋﺎ ﱠﺼِﻠﻟ  ْﻦِﻣ  ِﻮْﻐﱠﻠﻟا  َِﺚﻓ ﱠﺮﻟاَو  ًﺔَﻤُْﻌطَو  ِﻦ ْ ِﻛﺎَﺴَﻤْﻠ ِﻟ  ْﻦََﻤﻓ َﺎªا ﱠَدأ  َﻞَْﺒﻗ  ِةَﻼ ﱠﺼَﻟا  َﻲ ِ َﻓ 
 ٌةﺎَﻛَز  ٌَﺔﻟُﻮﺒْﻘَﻣ  ْﻦَﻣَو َﺎªا ﱠدَأ  َﺪَْﻌﺑ  ِةَﻼ ﱠﺼَﻟا  َﻲ ِ َﻓ  ٌَﺔﻗَﺪَﺻ  َﻦِﻣ  ِتَﺎﻗَﺪ ﱠﺼَﻟا ) ُهاَوَر  َدُواَد  ُﻦْﺑاَو  ْ َﺟﺎَﻣ 
 ُ َﺤ ﱠﺤَﺻَو ﻢِﻛﺎَﺤَْﻟا(  
Terjemahnya: 
“Dari Ibnu Abbas r.a, ia berkata, “Rhasulullah saw mewajibkan zakat fitri 
sebagai pembersih orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan kotor, dan 
makanan bagi orang-orang miskin. Barang siapa yang membayarnya sebelum 
sholat, maka ia adalah zakat yang diterima, dan barangsiapa yang membayarnya 
setelah sholat maka ia adalah shodaqoh biasa”. (Diriwayatkan Abu Dawud dan 
dishohihkan oleh al-Hakim).26 
 
b. Zakat Maal (Harta) 
  Zakat harta adalah bagian atau harta dari seseorang, perusahaan ataupun 
lembaga hukum yang wajib dikeluarkan dalam jangka waktu tertentu dan dengan 
jumlah tertentu serta untuk orang-orang atau golongan yang juga telah ditentukan 
dalam syariat atau peraturan yang berlaku.27 
 
                                                            
25Departemen Agama RI,  Al-Qur’an dan Terjemahnya, Cet: al-Jumanatul ‘Ali, h. 591. 
26Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqolani, Terjemah Bulughul Maram  Jilid I, (Cet I; Bogor: 
Pustaka Ulil Albab, 2006),  h. 262. 
27Moh. Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf  (Jakarta: UI-Press, 1988), hal. 42. 
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4. Syarat Kekayaan yang Wajib Zakat  
  Membayar zakat hukumnya wajib, artinya orang yang tidak membayar zakat 
mendapat dosa dari Allah, sebagaimana firman-Nya dalam surat at-Taubah: 103 
dengan memenuhi syarat harta yang harus dipenuhi sebelum diambil zakatnya. Dalam 
buku kecil Panduan Zakat dompet dhuafa,  syarat-syarat yang harus dipenuhi antara 
lain28:  
a. Milik penuh ( Al-milk al-Tam)   
  Harta yang dimiliki secara penuh yang memungkinkan pemiliknya 
menggunakan dan mengambil  manfaatnya secara penuh serta di bawah kontrol dan 
kekuasaannya. Harta yang dimiliki secara penuh tersebut mestilah didapatkan melalui 
proses yang dibenarkan oleh  syara , sebab harta  yang diperoleh dengan cara yang 
haram, zakat  tidak wajib atas harta tersebut karena harta tersebut harus dikembalikan 
kepada yang berhak/ahli warisnya.   
b. Berkembang ( Annama )   
Yang dimaksud dengan harta berkembang adalah harta yang dapat bertambah dan 
berkembang  bila diusahakan  atau  memiliki potensi  untuk berkembang  dan dapat 
memberi keuntungan seperti  pertanian, perdagangan, ternak, emas, perak.   
c. Cukup Nishab.   
  Yang dimaksud “cukup nishab” adalah telah mencapai jumlah tertentu sesuai 
dengan ketetapan syara .  
                                                            
28Ahmad Hadi Yasin. Panduan Praktis Zakat Dompet Dhuafa.pdf, h. 15-18.  
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d. Lebih dari Kebutuhan Pokok (Al-hajjatul Ashliyyah)   
  Kebutuhan pokok adalah kebutuhan minimal yang diperlukan untuk 
kelangsungan hidup. Jika  kebutuhan minimal tersebut tak dapat dipenuhi,  maka 
yang bersangkutan tidak dapat hidup dengan baik (layak), seperti belanja sehari-hari, 
pakaian, dan pendidikan.  
e.  Bebas dari hutang   
  Orang yang memiliki hutang akan terbebas dari mengeluarkan zakat, jika 
hutang tersebut untuk  memenuhi kebutuhan primer, sebab orang yang mempunyai 
hutang bukanlah orang yang kaya. Zakat hanya diwajibkan bagi orang-orang yang 
kaya.  
f.  Sudah Satu Tahun ( Al-Haul)   
  Persyaratan kepemilkan sudah berlalu selama 12 bulan  qomariyah  hanya 
berlaku untuk ternak, uang, dan harta benda yang diperdagangkan. Tapi hasil 
pertanian, buah-buahan, riqaz (barang temuan) tidak dipersyaratkan setahun. 
5. Harta yang Wajib Dizakati29 
a. Binatang ternak, syarat-syaratnya adalah sebagai berikut.   
1) Peternakan telah berlangsung selama satu tahun. 
2) Binatang ternak digembalakan di tempat-tempat umum dan tidak 
dimanfaatkan untuk kepentingan alat produksi (pembajak sawah). 
3) Mencapai nisab. Nisab untuk unta adalah 5 (lima) ekor, sapi 30 ekor, 
kambing atau domba 40 ekor.  
                                                            
29Ahmad Hadi Yasin, Panduan Praktis Zakat Dompet Dhuafa.pdf, h. 18-21. 
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4)  Ketentuan volume zakatnya sudah ditentukan sesuai karakteristik tertentu 
dan diambil dari binatang ternak itu sendiri. 
b. Harta Perniagaan, syarat-syaratnya adalah sebagai berikut: 
1) Muzakki harus menjadi pemilik komoditas yang diperjualbelikan, baik 
kepemilikannya itu diperoleh dari hasil usaha dagang maupun tidak, seperti 
kepemilikan yang didapat dari warisan dan hadiah. 
2) Muzakki berniat untuk memperdagangkan komoditas tersebut. 
3) Harta zakat mencapai nisab setelah dikurangi biaya operasional, kebutuhan 
primer, dan membayar utang. 
4) Kepemilikan telah melewati masa satu tahun penuh. 
c. Harta Perusahaan 
   Yang dimaksud perusahaan di sini adalah sebuah usaha yang diorganisir 
sebagai sebuah kesatuan resmi yang terpisah dengan kepemilikan dan dibukkan 
dengan kepemilikan saham. Para ulama kontemporer menganalogikan zakat 
perusahaan dengan zakat perniagaan. Sebab, bila dilihat dari aspek legal dan ekonomi 
(entitas) aktivitas sebuah perusahaan pada umumnya berporos pada kegiatan 
perniagaan. Dengan demikian, setiap perusahaan di bidang barang maupun jasa dapat 
menjadi objek wajib zakat. 
d. Hasil Pertanian  
   Hasil pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai 
ekonomis, seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman 
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keras, tana man hias, rerumputan, dan dedaunan, ditanam dengan menggunakan bibit 
bebijian di mana hasilnya dapat dimakan oleh manusia dan hewan. 
e. Barang Tambang dan Hasil Laut 
   Yang dimaksud dengan barang tambang dan hasil laut adalah segala sesuatu 
yang merupakan hasil eksploitasi dari kedalaman tanah dan kedalaman laut. Yang 
termasuk kategori harta barang tambang dan hasil laut, yaitu: 
1) Semua barang tambang hasil kerja eksploitasi kedalaman tanah pada sebuah 
negara yang dilakukan oleh pihak swasta ataupun pemerintah. 
2) Harta karun yang tersimpan pada kedalaman tanah yang banyak dipendam 
oleh orang-orang zaman dahulu, baik yang berupa uang, emas, perak, 
maupun logam mulia lainnya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi 
kebutuhan orang dan mempunyai nilai  materi yang tinggi. 
3) Hasil laut seperti mutiara, karang, dan minyak, ikan, dan hewan laut. 
f. Emas dan Perak 
   Emas dan perak merupakan logam mulia yang memiliki dua fungsi, selain 
merupakan tambang elok sehingga sering dijadikan perhiasan, emas dan perak juga 
dijadikan mata uang yang berlaku dari waktu ke waktu. Syariat Islam memandang 
emas dan perak sebagai harta yang potensial atau berkembang. Oleh karena itu, 
leburan logam, bejana, souvenir, ukiran atau yang lainnya termasuk dalam kategori 
emas atau harta wajib zakat. 
   Termasuk dalam kategori emas dan perak yang merupakan mata uang yang 
berlaku pada waktu itu adalah mata uang yang berlaku saat ini di masing-masing 
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negara. Oleh sebab itu, segala macam bentuk penyimpanan uang, seperti tabungan, 
deposito, cek atau surat berharga lainnya termasuk dalam kriteria penyimpanan emas 
dan perak.   
  Demikian pula pada harta kekayaan lainnya seperti rumah, vila, tanah, dan 
kendaraan yang melebihi keperluan menurut syarak atau dibeli dan dibangun dengan 
tujuan investasi sehingga sewaktu-waktu dapat diuangkan.  Pada emas dan perak atau 
lainnya, jika dipakai dalam bentuk perhiasan yang tidak berlebihan, barang-barang 
tersebut tidak dikenai wajib zakat. 
g. Properti Produktif 
  Yang dimaksud adalah harta properti yang diproduktifkan untuk meraih 
keuntungan atau peningkatan nilai material dari properti tersebut. Produktivitas 
properti diusahakan dengan cara menyewakannya kepada orang lain atau dengan 
jalan menjual hasil dari produktivitasnya. 
Syarat-syaratnya adalah sebagai berikut: 
1) Properti tidak dikhususkan sebagai komoditas perniagaan. 
2) Properti tidak dikhususkan sebagai pemenuhan kebutuhan primer bagi 
pemiliknya, seperti tempat tinggal dan sarana transportasi untuk mencari  
rezeki.  
3) Properti yang disewakan atau dikembangkan bertujuan mendapatkan 
penghasilan, baik sifatnya rutin  maupun tidak. 
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C. PSAK 109 tentang Zakat dan Infaq/Sedekah 
  Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) 109 tentang zakat dan Infaq/Sedekah 
merupakan standar yang berlaku lagi pengelola zakat dalam mempertanggung 
jawabkan  pengelolaan dana zakat yang dikumpulkan dari muzakki. 
1) Pengakuan dan Pengukuran30 
Pengakuan Awal 
a. Zakat 
1) Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima. 
2) Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat: 
a) jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima  
      Kas - Dana Zakat     xxx  
                           Dana Zakat                                  xxx  
b) jika dalam bentuk nonkas maka sebesar nilai wajar aset nonkas tersebut  
Aset non kas                                    xxx  
                           Dana Zakat                                  xxx  
3) Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. 
Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan 
nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan.  
4)  Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana 
zakat untuk bagian nonamil.  
                                                            
30Ikatan Akuntan Indonesia. Exposure Draft(ED) PSAK 109 tentang zakat dan Infaq/sedekah 
2008, h. 03. 
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Jurnal :  
Dana Zakat              xxx  
Dana Zakat-Amil           xxx  
Dana Zakat-non amil              xxx  
5) Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masing-masing mustahiq  
ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip  syariah  dan kebijakan amil.  
6) Jika muzakki menentukan mustahiq yang harus menerima penyaluran zakat 
melalui  amil maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana 
zakat. Jika atas jasa tersebut  amil  mendapatkan ujrah/fee maka diakui 
sebagai penambah dana amil.  
Jurnal saat mencatat penerimaan fee :  
Kas-Dana Zakat     xxx  
Dana Zakat-Amil        xxx 
Pengukuran setelah pengakuan Awal 
Jika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, jumlah kerugian yang ditanggung 
harus diperlakukan sebagai pengurang dana  zakat atau pengurang dana  amil  
tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut.  
Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai:  
a) pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil  
Jurnal :  
Dana Zakat-Non amil    xxx  
Aset Nonkas                   xxx   
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b) kerugian dan pengurang dana  amil, jika  disebabkan oleh kelalaian amil  
Jurnal :  
Dana-Amil Kerugian    xxx  
Aset Non kas            xxx 
Penyaluran Zakat 
  Zakat yang disalurkan kepada mustahiq diakui sebagai pengurang dana zakat 
sebesar;  
a) jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas  
Jurnal :  
Dana Zakat-Non amil      xxx  
Kas-Dana Zakat           xxx   
b) jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas  
Jurnal :   
Dana Zakat-Non amil      xxx  
Aset Non kas-Dana Zakat   xxx 
b. Infaq/Sedekah 
Pengakuan Awal 
1) Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai dana infak/sedekah terikat atau 
tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak/sedekah sebesar:  
a) jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas;  
               Kas - Dana Infak/Sedekah     xxx              
                           Dana Infak/sedekah                     xxx  
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b) nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas;  
Aset Nonkas (nilai wajar)-Lancar Dana Infak          xxx  
Aset Nonkas (nilai wajar)-Tidak Lancar Dana Infak     xxx  
Dana Infak/Sedekah                xxx  
2) Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar 
untuk aset nonkas tersebut. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat 
menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam 
PSAK yang relevan.  
3) Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai dana  amil  untuk bagian amil dan 
dana infak/sedekah untuk bagian penerima infak/sedekah.  
Jurnal:  
Dana Infak/Sedekah           xxx  
Dana Infak/Sedekah-Amil              xxx   
Dana Infak/Sedekah-Nonamil         xxx  
4) Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk para penerima infak/sedekah 
ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil. 
Pengukuran setelah pengakuan Awal 
  Infak/sedekah yang diterima dapat berupa kas atau aset nonkas. Aset nonkas 
dapat berupa aset lancar atau tidak lancar.  Aset tidak lancar yang diterima oleh  amil  
dan diamanahkan untuk dikelola dinilai sebesar nilai wajar saat penerimaannya dan 
diakui sebagai aset tidak lancar infak/sedekah. Penyusutan dari aset tersebut 
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diperlakukan sebagai pengurang dana infak/sedekah terikat apabila penggunaan atau 
pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi.  
Jurnal saat mengakui penyusutan aset tidak lancar :  
Dana-Non amil                                                    xxx  
Akumulasi Penyusutan Aset Non lancar                xxx  
  Amil  dapat pula menerima aset nonkas yang dimaksudkan oleh pemberi 
untuk segera disalurkan. Aset seperti ini diakui sebagai aset lancar. Aset ini dapat 
berupa bahan habis pakai, seperti bahan makanan; atau aset  yang memiliki umur 
ekonomi panjang, seperti mobil ambulance.  
   Aset nonkas lancar dinilai sebesar nilai perolehan sedangkan aset nonkas tidak 
lancar dinilai sebesar nilai wajar sesuai dengan PSAK yang relevan.   Penurunan nilai 
aset infak/sedekah tidak lancar diakui sebagai:  
a) pengurang dana infak/sedekah, jika terjadi bukan disebabkan oleh kelalaian amil  
Jurnal :  
Dana Infak/Sedekah-Nonamil     xxx  
  Aset Nonkas-Dana Infak/Sedekah     xxx   
b) kerugian dan pengurang dana amil, jika  disebabkan oleh kelalaian amil  
Jurnal :  
Dana-Kerugian         xxx  
Aset Nonkas-Dana Infak/Sedekah     xxx  
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  Dalam hal amil menerima infak/sedekah dalam bentuk aset (nonkas) tidak 
lancar yang dikelola oleh amil, maka aset tersebut harus dinilai sesuai dengan PSAK 
yang relevan.  
  Dana infak/sedekah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu 
sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil dana pengelolaan diakui 
sebagai penambah dana infak/sedekah.  
Jurnal :  
Kas/Piutang-Infak/Sedekah          xxx  
   Dana Infak/Sedekah           xxx 
 
 
Penyaluran infaq/sedekah 
  Penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah 
sebesar: jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas  
Jurnal :  
Dana Infak/Sedekah-Non amil     xxx  
  Kas-Dana Infak/Sedekah       xxx   
nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk aset nonkas  
Jurnal:  
Dana Infak/Sedekah-Non amil     xxx  
Aset Non kas-Dana Infak/Sedekah     xxx.  
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  Penyaluran infak/sedekah kepada  amil  lain merupakan penyaluran yang 
mengurangi dana infak/ sedekah sepanjang  amil  tidak akan menerima kembali aset 
infak/sedekah yang disalurkan tersebut.  
Jurnal :  
Dana Infak/Sedekah         xxx  
Kas-Dana Infak/Sedekah         xxx   
  Penyaluran infak/sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir 
dicatat sebagai piutang infak/sedekah bergulir dan tidak mengurangi dana infak/ 
sedekah.  
Jurnal :  
Piutang-Dana Infak/Sedekah        xxx  
  Kas-Dana Infak/Sedekah         xxx 
c. Dana Nonhalal 
  Penerimaan dana nonhalal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak 
sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang 
berasal dari bank konvensional. Penerimaan nonhalal pada umumnya terjadi dalam 
kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara 
prinsip dilarang. 
  Penerimaan nonhalal diakui sebagai dana nonhalal, yang terpisah dari dana 
zakat, dana infaq/sedekah dan dana amil. Aset nonhalal disalurkan sesuai dengan 
syariah. 
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2. Penyajian31 
  Amil menyajikan dana zakat, dana infaq/sedekah, dana amil, dan dana 
nonhalal secara dalam neraca (laporan posisi keuangan). 
3. Pengungkapan32 
a. Zakat 
Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi 
tidak terbatas pada: 
1) kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas  penyaluran, dan 
penerima; 
2) kebijakan pembagian antara dana  amil  dan dana non  amil  atas penerimaan 
zakat, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan;  
3) metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa 
aset nonkas;  
4) rincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah beban 
pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung mustahiq; dan 
5)  hubungan istimewa antara amil dan mustahiq yang meliputi:  
a) sifat hubungan istimewa;  
b) jumlah dan jenis aset yang disalurkan; dan  
                                                            
31Ikatan Akuntan Indonesia. Exposure Draft (ED) PSAK 109 tentang zakat dan 
Infaq/sedekah, 2008, h. 07. 
32Ikatan Akuntan Indonesia.  Exposure Draft (ED) PSAK 109 tentang zakat dan 
Infaq/sedekah 2008, h.7-9. 
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c) presentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama 
periode.  
b. Infaq/sedekah 
Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi infaq/sedekah, 
tetapi tidak terbatas pada: 
1) metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan 
infak/sedekah berupa aset nonkas; 
2) kebijakan pembagian antara dana  amil  dan dana non  amil  atas penerimaan 
infak/sedekah, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi 
kebijakan;  
3) kebijakan penyaluran infak/sedekah, seperti penentuan skala prioritas 
penyaluran, dan penerima; 
4) keberadaan dana infak/sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola 
terlebih dahulu, jika ada, maka harus diungkapkan jumlah dan persentase dari 
seluruh penerimaan infak/sedekah selama periode pelaporan serta alasannya; 
5) hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang dimaksud di atas (poin 4)  
diungkapkan secara terpisah;  
6) penggunaan dana infak/sedekah menjadi aset kelolaan yang diperuntukkan 
bagi yang berhak, jika ada, jumlah dan persentase terhadap seluruh 
penggunaan dana infak/sedekah serta alasannya;  
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7) rincian jumlah penyaluran dana infak/sedekah yang mencakup jumlah  beban 
pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung oleh penerima 
infak/sedekah;  
8)  rincian dana infak/sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak 
terikat; dan  
9) hubungan istimewa antara amil dengan penerima infak/sedekah yang 
meliputi:  
a) sifat hubungan istimewa;  
b) jumlah dan jenis aset yang disalurkan; dan 
c) presentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama 
periode. 
Selain membuat pengungkapan di atas, amil mengungkapkan hal-hal berikut : 
1) Keberadaan dana nonhalal, jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atas 
penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya; 
2) Kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran  dana zakat dan dana 
infaq/sedekah. 
4. Laporan Keuangan Amil33 
Komponen laporan keuangan yang lengkap dari amil terdiri dari : 
a. Neraca 
                                                            
33Ikatan Akuntan Indonesia, Exposure Draft (ED) PSAK 109 tentang zakat dan 
Infaq/Sedekah, 2008, h. 10-15. 
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  Entitas amil menyajikan pos-pos dalam neraca (laporan posisi keuangan) 
dengan memperhatikan ketentuan dalam PSAK terkait, yang mencakup, tetapi tidak 
terbatas pada: 
Aset; 
1) Kas dan setara kas 
2) Instrumen keuangan  
3) Piutang 
4) Aset tetap dan akumulasi penyusutan 
Kewajiban; 
1) Biaya yang masih harus dibayar 
2) Kewajiban imbalan kerja 
Saldo dana; 
1) Dana zakat 
2) Dana infaq/sedekah 
3) Dana amil 
4) Dana non halal 
Ilustrasi I 
Neraca (Laporan Posisi Keuangan) 
BAZ (XXX) 
Per 31 Desember 2XX2 
Keterangan Rp Keterangan Rp 
Aset 
 
Aset lancar  
Kas dan setara kas     
 
 
 
xxx 
Kewajiban 
 
Kewajiban jangka pendek 
Biaya yang masih harus   
 
 
 
xxx 
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Instrumen keuangan     
Piutang         
 
 
Aset tidak lancar 
 
Aset tetap    
Akumulasi penyusutan   
xxx 
xxx 
 
 
 
 
xxx 
(xxx)  
dibayar 
 
Kewajiban jangka 
panjang 
Imbalan kerja jangka 
   panjang 
 
Saldo Dana   
Dana zakat      
Dana infak/sedekah      
Dana amil      
Dana nonhalal      
Jumlah dana      
 
 
 
 
xxx 
 
 
 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx  
Jumlah Aset xxx Jumlah Kewajiban dan 
dana 
xxx 
(Sumber: diadaptasi dari ED PSAK 109 tentang zakat dan infaq/sedekah) 
 
b. Laporan Perubahan Dana 
 Amil menyajikan laporan perubahan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, 
dan dana nonhalal. Penyajian laporan perubahan dana mencakup, tetapi tidak terbatas 
pada pos-pos berikut: 
Dana zakat 
1) Penerimaan dana zakat 
a) Bagian dana zakat 
b)  Bagian amil 
2) Penyaluran dana zakat 
a) Entitas amil lain 
b) Mustahiq lainnya 
3) Saldo awal dana zakat 
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4) Saldo akhir dana zakat 
Dana infak/sedekah 
1) Penerimaan dana infak/sedekah 
a) Infak/sedekah terikat (muqayyadah) 
b) Infak/sedekah tidak terikat (mutlaqah) 
2) Penyaluran dana infak/sedekah 
a) Infak/sedekah terikat (muqayyadah) 
b) Infak/sedekah tidak terikat (mutlaqah) 
3) Saldo awal dana infak/sedekah 
4) Saldo akhir dana infak/sedekah 
Dana amil 
1) Penerimaan dana amil 
a) Bagian amil dari dana zakat 
b) Bagian amil dari dana infak/sedekah 
c)  Penerimaan lainnya 
2) Penggunaan dana amil 
a) Beban umum dan administrasi 
3) Saldo awal dana amil 
4) Saldo akhir dana amil 
Dana nonhalal 
1) Penerimaan dana nonhalal 
a) Bunga bank 
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b) Jasa giro 
c) Penerimaan nonhalal lainnya 
2) Penyaluran dana nonhalal 
3) Saldo awal dana nonhalal 
4) Saldo akhir dana nonhalal 
Ilustrasi II 
Keterangan Rp 
DANA ZAKAT 
Penerimaan 
 muzakki individual  
Hasil penempatan  
Jumlah penerimaan dana zakat  
Bagian amil atas penerimaan dana zakat  
Jumlah penerimaan dana zakat setelah bagian amil  
Penyaluran 
Fakir-Miskin  
Riqab  
Gharim  
Muallaf  
Sabilillah 
Ibnu sabil 
Jumlah penyaluran dana zakat  
Surplus (defisit)   
Saldo awal   
Saldo akhir 
 
 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
 
(xxx) 
(xxx) 
(xxx) 
(xxx) 
(xxx) 
(xxx) 
(xxx) 
xxx 
xxx 
xxx 
DANA INFAK/ SEDEKAH  
Penerimaan  
Infak/sedekah terikat atau muqayyadah   
Infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah   
Bagian amil atas penerimaan dana infak/sedekah   
Hasil pengelolaan   
Jumlah penerimaan dana infaq/sedekah  
  
Penyaluran  
Infak/sedekah terikat atau muqayyadah   
 Infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah  
 
 
xxx  
xxx 
(xxx)  
xxx  
xxx  
  
  
(xxx)  
(xxx ) 
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Alokasi pemanfaatan aset kelolaan  
   (misalnya beban penyusutan dan penyisihan) 
Jumlah penyaluran dana infak/sedekah  
Surplus (defisit)    
Saldo awal    
Saldo akhir  
(xxx) 
 
(xxx) 
xxx 
xxx 
xxx 
DANA  AMIL 
Penerimaan 
Bagian amil dari dana zakat    
Bagian amil dari dana infak/sedekah    
Penerimaan lainnya   
Jumlah penerimaan dana amil   
Penggunaan 
Beban pegawai  
Beban penyusutan  
Beban umum dan administrasi lainnya  
Jumlah penggunaan dana amil  
Surplus (defisit)   
Saldo awal   
Saldo akhir 
 
 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
 
(xxx) 
(xxx) 
(xxx) 
(xxx) 
xxx 
xxx 
xxx 
DANA NONHALAL 
Penerimaan 
Bunga bank   
Jasa giro  
Penerimaan nonhalal lainnya   
Jumlah penerimaan dana nonhalal   
Penggunaan 
Jumlah penggunaan dana nonhalal  
Surplus (defisit)   
Saldo awal   
Saldo akhir 
 
 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
 
(xxx) 
xxx 
xxx 
xxx 
Jumlah saldo dana zakat, dana infak/sedekah, 
   dana amil  dan dana nonhalal 
xxx 
(Sumber: diadaptasi dari ED PSAK 109 tentang zakat dan infaq/sedekah) 
 
c. Laporan Perubahan Aset Kelolaan 
  Entitas amil menyajikan laporan perubahan aset kelolaan yang mencakup 
tetapi tidak terbatas pada: 
1) Aset kelolaan yang termasuk aset lancar 
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2) Aset kelolaan yang termasuk tidak lancar dan akumulasi penyusutan 
3) Penambahan dan pengurangan 
4) Saldo awal 
5) Saldo akhir 
Ilustrasi III 
Laporan Perubahan Aset Kelolaan 
BAZ “XXX” 
Untuk  periode yang berakhir 31 Desember 2XX2 
 
 Saldo 
Awal 
Penamb
ahan 
Pengura
ngan 
Penyisih
an 
Akumulasi 
Penyusutan 
Saldo 
Akhir 
Dana infak/ 
sedekah – aset 
kelolaan lancar 
(misal piutang 
bergulir) 
xxx xxx (xxx)  - xxx 
Dana infak/ 
sedekah – ase 
kelolaan tidak 
lancar (misal 
rumah sakit 
atau sekolah) 
xxx xxx (xxx) - (xxx) xxx 
(Sumber: diadaptasi dari ED PSAK 109 tentang zakat dan infaq/sedekah) 
 
d. Laporan Arus Kas 
  Entitas amil menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK 2: Laporan 
Arus Kas dan PSAK yang relevan. 
e. Catatan atas Laporan Keuangan. 
  Amil menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 101: 
Penyajian Laporan Keuangan Syariah dan PSAK yang relevan. 
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BAZNAS Kota Makassar 
Pengelolaan zakat dan Infaq/Sedekah 
menurut PSAK 109 
D. Rerangka Konseptual 
 Dari penjelasan landasan teori dan teori-teori yang relevan, pembahasan 
mengenai realitas penerapan PSAK 109 yang sesuai dengan nilai-nilai syariah dalam 
hal ini untuk menciptakan perilaku amanah sehingga akuntabilitas sebagai 
khalifatullah fil ardh dapat tercapai. Secara sederhana, rerangka konseptual dapat 
dijelaskan melalui gambar berikut : 
Gambar 2.1 
Rerangka Konseptual 
 
FE
ED
 B
AC
K 
Teori Legitimasi 
Analisis Data: 
1. Interpretif-Kualitiatif 
Uji Keabsahan Data: 
1. Validitas Internal 
a. Triangulasi Sumber 
Data 
b. Triangulasi Teknik 
2. Validitas Eksternal 
3. Uji Depenability 
HASIL PENELITIAN 
KESIMPULAN 
REKOMENDASI 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Proses penelitian dalam penulisan ini berkaitan tentang kajian penerapan 
akuntansi zakat dan infaq/sekedah. Dalam penelitian ini menggunakan jenis 
penelitian interpretif-kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian 
yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada 
kondisi obyek yang  alamiah (sebagai lawannya dengan eksperimen) dimana peneliti 
adalah instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi 
(gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian lebih 
menekankan makna pada generalisasi.35 Anis Chariri (2009) mengemukakan 
penelitian interpretif melihat fakta  sebagai sesuatu yang unik dan memiliki konteks 
dan makna yang khusus sebagai esensi dalam memahami sesuatu.36 Anis Chariri 
(2009) menambahkan bahwa tujuan dari penelitian interpretif adalah untuk 
menghasilkan deskripsi, pandangan-pandangan dan penjelasan tentang peristiwa 
sosial tertentu sehingga peneliti mampu mengungkap sistem interpretasi dan 
pemahaman (makna) yang ada dalam lingkungan sosial.37  
                                                            
35Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D ( Cet. ke-XXI; Bandung: 
Alfabeta, 2014), h. 09. 
36Anis Chariri, “Landasan Filsafat dan Metode Penelitian Kualitatif”(Paper disajikan pada 
workshop Metodologi Penelitian Kuantitatif dan kualitatif, Laboratorium Pengembangan Akuntansi 
(LPA): UNDIP Semarang, 31 Juli-1 Agustus 2009) h. 05.  
37Anis Chariri, “Landasan Filsafat dan Metode Penelitian Kualitatif”(Paper disajikan pada 
workshop Metodologi Penelitian Kuantitatif dan kualitatif, Laboratorium Pengembangan Akuntansi 
(LPA): UNDIP Semarang, 31 Juli-1 Agustus 2009) h. 05.  
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   Pada hakikatnya penelitian interpretif kualitatif adalah suatu metode dalam 
meneliti yang memandang suatu objek sebagai sesuatu yang sangat dinamis, hasil 
konstruksi pemikiran dan interpretasi terhadap gejala yang diamati, serta utuh 
(holistic) karena setiap aspek dari obyek itu mempunyai kesatuan yang tidak dapat 
dipisahkan.38 
2. Lokasi Penelitian 
  Pada penelitian ini yang menjadi ruang lingkup  penelitian adalah Badan Amil 
Zakat (BAZNAS) Kota Makassar. Responden di BAZNAS Kota Makassar yang 
menjadi subyek penelitian ini yaitu pegawai/staf pada bagian keuangan, pegawai/staf 
pemegang kas, kepala sub bagian keuangan dan ketua/anggota BAZNAS Kota 
Makassar. 
  Adapun pertimbangan penulis dalam penentuan tempat penelitian ini karena, 
BAZNAS Kota Makassar merupakan lembaga pengelola dana zakat yang didirikan 
oleh pemerintah dengan berbagai tingkatan mulai kabupaten/Kota hingga tingkat 
nasional. Selain itu, BAZNAS sesuai undang-undang beranggotakan unsur 
pemerintah dan masyarakat yang secara hukum memiliki legalitas dan kompetensi 
dalam menjalankan tugas, amanah, dan tanggung jawabnya. 
B. Pendekatan Penelitian 
  Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus (case study). 
Vredenbergt (1978) merumuskan studi kasus sebagai suatu pendekatan yang 
bertujuan untuk mempertahankan keutuhan (wholeness) dari obyek; data yang 
dikumpulkan dipelajari sebagai suatu keseluruhan yang terintegrasi. Pollit dan 
                                                            
38Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D ( Cet. ke-XXI; Bandung: 
Alfabeta, 2014), h. 10.   
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Hungler memahami studi kasus sebagai metode penelitian yang menggunakan 
analisis mendalam, yang dilakukan secara lengkap dan teliti terhadap individu, 
keluarga, kelompok, lembaga atau satuan sosial lainnya.39  
  Beberapa ahli metodologi lainnya mendefinisikan studi kasus sebagai 
penelitian yang melakukan analisis dari berbagai sudut pandang (multi-perspective 
analysis) mengenai suatu fenomena atau gejala sosial dalam konteks yang alamiah. 
Studi kasus berguna dalam memberikan jawaban atas pertanyaan “Bagaimana?” 
(How) dan “Mengapa?” (Why), dan dalam konteks ini dipergunakan untuk penelitian 
eksplorasi, deskripsi, dan penelitian eksplanatori (menjelaskan).40 Oleh karena itu, 
penggunaan pendekatan metode penelitian ini, penulis anggap sesuai dan mampu 
menjelaskan secara terperinci proses penelitian ini.  
  Berikut ini adalah kekuatan studi kasus berdasarkan identifikasi yang 
dilakukan oleh Anol Bhattacherjee :   
Kekuatan studi kasus, Pertama dapat digunakan baik untuk kepentingan 
membangun teori maupun menguji. Sementara metode-metode berbasis 
positivis hanya dapat digunakan untuk menguji teori. Kedua, pertanyaan 
penelitian dapat diubah selama proses penelitian berlangsung jika pertanyaan 
awal ternyata kurang relevan. Dalam metode berbasis positivis hal ini tidak 
mungkin dilakukan. Ketiga, studi kasus dapat membantu menyusun dan 
menginterpretasikan data secara lebih kontekstual dan lebih otentik tentang 
suatu fenomena dibandingkan metode-metode penelitian lain. Keempat, 
fenomena dapat dipelajari dari berbagai perspektif para partisipan dan 
menggunakan berbagai tingkat analisis (misalnya individu dan organisasi).41 
                                                            
39Vredenbergt, Pollit dan Hungler dalam Agus Sutisna, Pendekatan Kualitatif dan Studi 
Kasus (Pasca Sarjana Universitas Nasional Jakarta[t.th]) h. 14. 
40Agus Sutisna, Pendekatan Kualitatif dan Studi Kasus (Pasca Sarjana Universitas Nasional 
Jakarta[t.th]) h. 13. 
41Anool Bhattacherje dalam Agus Sutisna, Pendekatan Kualitatif dan Studi Kasus (Pasca 
Sarjana Universitas Nasional Jakarta[t.th]) h. 14. 
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  Dengan karakteristik dan kekuatan penelitian studi kasus tersebut dapat 
memudahkan peneliti dalam menganalisa dan medeskripsikan proses dah hasil 
penelitian melalui data yang diperoleh di BAZNAS Kota Makassar. 
C. Jenis dan Sumber Data 
1. Jenis Data 
Jenis data penelitian berkaitan dengan sumber data dan pemilihan metode yang 
digunakan oleh peneliti untuk memeperoleh data penelitian. Penentuan metode 
pengumpulan data dipengaruhi oleh jenis dan sumber data penelitian yang 
dibutuhkan.  
Jenis data dalam penelitian ini berupa data subyek dan data dokumenter. Data 
subyek adalah jenis data penelitian yang berupa opini, sikap, pengalaman atau 
karakteristik dari seseorang atau sekelompok orang yang menjadi subyek penelitian 
(responden).42 Data dokumenter adalah jenis data penelitian yang memuat apa dan 
kapan suatu kejadian atau transaksi, serta siapa yang terlibat dalam suatu kejadian.43 
Dalam penelitian ini data dokumenter yang digunakan berupa laporan tahunan, jurnal, 
buku, majalah, dan artikel publikasi.  
2. Sumber Data 
Sumber data penelitian merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan 
dalam penentuan metode pengumpulan data. Sumber data yang digunakan dalam 
penelitian terdiri atas: sumber data primer dan data sekunder.  Adapun sumber data 
yang digunakan penulis yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan 
                                                            
42Nur Indrianto dan Bambang Supomo, Metodologi Penelitian Bisnis : untuk Akuntansi dan 
Manajemen (Edisi Pertama Cetakan Keenam, Yogyakarta: BPFE, 2013), h. 145 
43Nur Indrianto dan Bambang Supomo, Metodologi Penelitian Bisnis : untuk Akuntansi dan 
Manajemen (Edisi Pertama Cetakan Keenam, Yogyakarta: BPFE, 2013), h. 146. 
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data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melaui media 
perantara). Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab 
pertanyaan penelitian.  
Sedangkan data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh peneliti 
secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). 
Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah 
tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak 
dipublikasikan.44 Dalam penelitian ini, data sekunder digali melalui berbagai tulisan, 
baik tulisan yang berupa laporan hasil penelitian sebelumnya yang memiliki 
persoalan yang hampir sama, jurnal-jurnal, dokumen dan arsip-arsip, serta buku-buku 
dan artikel yang terkait dengan penelitian ini. Data-data sekunder dalam penelitian ini 
berupa pelaporan keuangan, pelaporan program, pelaporan manajerial, hingga 
aktivitas terkait pengelolaan dana zakat pada badan amil zakat (baznas) Kota 
Makassar. 
D. Metode Pengumpulan Data 
Pengumpulan data primer dalam penelitian ini termasuk metode penelitian 
opini (opinion research) yang merupakan penelitian terhadap fakta berupa opini atau 
pendapat orang (responden). Data yang diteliti dapat berupa pendapat responden 
secara individual atau secara kelompok.45 Sedangkan, metode penelitian yang 
umumnya menggunakan data sekunder adalah penelitian arsip (archivical research) 
yang memuat kejadian masa lalu (historis). Data sekunder umumnya tidak dirancang 
secara spesifik untuk memenuhi kebutuhan penelitian tertentu. Seluruh atau sebagian 
                                                            
44Nur Indrianto dan Bambang Supomo, Metodologi Penelitian Bisnis : untuk Akuntansi dan 
Manajemen (Edisi Pertama Cetakan Keenam, Yogyakarta: BPFE, 2013), h. 147. 
45Nur Indrianto dan Bambang Supomo, Metodologi Penelitian Bisnis : untuk Akuntansi dan 
Manajemen (Edisi Pertama Cetakan Keenam, Yogyakarta: BPFE, 2013), h. 29. 
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aspek dari data sekunder kemungkinan tidak sesuai kebutuhan suatu penelitian. Oleh 
karena itu, sebelum menggunakan data sekunder harus melakukan evaluasi apakah 
data sekunder yang tersedia dapat memenuhi kebutuhan peneliti.46 
Kepustakaan merupakan bahan utama dalam penelitian data sekunder. 
Penulusuran data sekunder memerlukan cara agar penelitian data dapat dilakukan 
secara efisien dan efektif. Untuk mencari dan mengumpulkan data sekunder yang 
diperlukan dapat dimulai dengan penulusuran terhadap indeks bibliographic, yaitu 
indeks mengenai judul artikel, penulis, nama dan jenis penerbitan atau data indeks 
lain yag sesuai dengan klasifikasi desain dan metode penelitian. Jika tidak tersedia 
indeks bibliographic maka peneliti dapat menggunakan daftar referensi dalam buku 
atau artikel yang dimuat dalam jurnal atau surat kabar.47 
Untuk memperoleh data yang relevan dengan masalah yang akan dibahas, 
penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut: 
1. Penelitian lapangan (field research)  
  Penelitian lapangan merupakan penelitian kualitatif di mana peneliti 
mengamati dan berpartisipasi secara langsung dalam penelitian skala sosial kecil. 
Dalam hal ini, penelitian yang dilakukan adalam dengan terjun langsung ke kantor 
badan amil zakat (baznas) kota Makassar. 
a. Studi Dokumentasi 
  Yaitu prosedur pengumpulan data berupa data-data sekunder dalam dokumen-
dokumen organisasi pengelola zakat (OPZ) yang terkait dengan penerapan akuntansi 
zakat dan infaq/sedekah.Data dokumneter berupa laporan keuangan, laporan program, 
                                                            
  46Nur Indrianto dan Bambang Supomo, Metodologi Penelitian Bisnis : untuk Akuntansi dan 
Manajemen (Edisi Pertama Cetakan Keenam, Yogyakarta: BPFE, 2013), h. 147. 
47Nur Indrianto dan Bambang Supomo, Metodologi Penelitian Bisnis : untuk Akuntansi dan 
Manajemen (Edisi Pertama Cetakan Keenam, Yogyakarta: BPFE, 2013), h.  150. 
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jurnal, data transaksi dan sebagainya. Data tersebut dapat menjadi bahan atau dasar 
dalam melakukan analisis data yang telah dikumpulkan.  
b. Observasi 
  Merupakan teknik mengumpulkan data primer dengan pengamatan langsung 
kepada subyek (orang), obyek (benda) atau kejadian sistematik tanpa adanya 
pertanyaan atau komunikasi dengan individu yang diteliti. Metode observasi dapat 
menghasilkan data yang lebih rinci, lebih akurat, dan bebas dari respons bias.48 
Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi langsung dan menganalisis konten 
(content analysis) dari dokumen terkait penerapan akuntansi zakat dan infaq/sedekah 
di kantor badan amil zakat (baznas) Kota Makassar. 
c. Wawancara Mendalam (in-dept interiew) 
  Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan 
pertanyaan secara lisan kepada subyek penelitian.49 Dalam penelitian ini, peneliti 
melakukan tanya jawab kepada pengurus/karyawan/staf atau pimpinan badan amil 
zakat (baznas) Kota Makassar terkait hal yang berkaitan dengan pembahasan dalam 
penelitian ini. 
2. Studi Kepustakaan (library research)  
  Merupakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan buku atau 
referensi sebagai penunjang penelitian. Yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara 
mengumpulkan, membaca, dan mempelajari literatur referensi dari jurnal, makalah, 
dan buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang dikaji untuk mendapatkan 
                                                            
48Nur Indrianto dan Bambang Supomo, Metodologi Penelitian Bisnis : untuk Akuntansi dan 
Manajemen (Edisi Pertama Cetakan Keenam, Yogyakarta: BPFE, 2013), h. 157. 
49Nur Indrianto dan Bambang Supomo, Metodologi Penelitian Bisnis : untuk Akuntansi dan 
Manajemen (Edisi Pertama Cetakan Keenam, Yogyakarta: BPFE, 2013), h. 152. 
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kejelasan konsep dalam upaya penyusunan landasan teori yang berguna dalam 
pembahasan. 
E. Instrumen Penelitian 
Penelitian ini dilakukan dengan melakukan survei, observasi, hingga kajian 
kepustakaan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data yang dianalisis dalam 
penelitian ini berupa data lisan, tulisan, maupun dalam bentuk dokumentasi laporan. 
Untuk memudahkan memperoleh data dalam penelitian tersebut, maka diperlukan 
beberapa instrumen berupa alat untuk menunjang proses perolehan data dalam 
penelitian ini, yaitu sebagai berikut :  
1. Perekam suara 
2. Buku catatan 
3. Handphone 
4. Kamera 
5. Alat tulis 
6. Daftar Pertanyaan wawancara. 
7. Buku, jurnal, dan referensi lainnya.  
8. Akses Internet  
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
 Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 
komparatif yakni mendeskripsikan atau menggambarkan keadaan objek penelitian 
yang sesungguhnya untuk mengetahui dan menganalisis tentang penerapan akuntansi  
zakat objek penelitian kemudian dibandingkan dengan standar yang ada. Dalam 
penelitian ini, penulis mendeskripsikan penerapan akuntansi zakat dan infak/shadaqah 
pada BAZNAS kota Makassar. Data yang dikumpulkan dianalisis dengan 
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membandingkan akuntansi zakat dan infak /shadaqah yang diterapkan pada  
BAZNAS Kota Makassar dengan PSAK 109.   
  Untuk memudahkan dalam mengolah dan menganalisis data yang diperoleh 
nantinya. Peneliti memilih langkah-langkah pokok yang dilakukan dalam penelitian 
ini berdasarkan Analisis interaktif menurut Miles dan Heberman (1984), sebagai 
berikut: 
1. Reduksi Data (data reduction) 
  Data yang diperoleh dari lapangan cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat 
secara teliti dan rinci. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi 
data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada 
hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.Dengan demikian data yang telah 
direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti 
untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.50  
Dalam reduksi data tersebut, peneliti  menyesuaikan antara aturan PSAK 109 dengan 
fakta penerapan akuntansi zakat dan infaq/sedekah yang diterapkan pada BAZNAS 
kota Makassar. 
2. Penyajian Data (display data) 
  Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. 
Kalau dalam penelitian kuantitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk 
tabel, grafik, phie card, pitogram, dan sejenisnya. Melalui penyajian tersebut, maka 
data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah 
difahami.51 
                                                            
  50Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D ( Cet. ke-XXI; Bandung: 
Alfabeta, 2014), h. 247. 
51Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D ( Cet. ke-XXI; Bandung: 
Alfabeta, 2014), h. 249. 
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  Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk 
uraian singkat, bagan hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dalam hal 
ini Miles dan Huberman (1984) menyatakan “ the most frequent form of display data 
for qualitative research data in the past has been narrative text”. Yang paling penting 
sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan 
teks yang bersifat naratif.52 Dalam penelitian ini, berusaha menguraikan, 
mendeskripksikan dan menyajikan data yang terkait dengan penerapan akuntansi 
zakat dan infaq/sedekah pada BAZNAS Kota Makassar berdasarkan PSAK 109. 
3. Penarikan Kesimpulan/Pengujian (Conclusing Drawing/Verification) 
  Langkah ketiga dalam analisis data kualitaitif menurut Miles dan Huberman 
adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan 
masih bersifat sementara, dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti yang 
kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila 
kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang 
valid dan konsisten sang peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka 
kesimpulan yang dikemukakkan merupakan kesimpulan yang kredibel.53 
Pengambilan kesimpulan merupakan hal yang penting, karena setelah melalui tahap 
wawancara, observasi dan telaah pustaka maka langkah selanjutnya adalah dengan 
verifikasi data mengenai penerapan akuntansi zakat dan infaq/sedekah dan 
pengelolaan dana zakat pada BAZNAS Kota Makassar. Sehingga deskripsi dan 
uraian naratif mengenai penelitian ini dapat disampaikan dan dimengerti oleh 
khalayak. 
                                                            
52Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D ( Cet. ke-XXI; Bandung: 
Alfabeta, 2014), h. 252. 
53Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D ( Cet. ke-XXI; Bandung: 
Alfabeta, 2014), h.  252. 
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G. Pengujian Keabsahan Data 
1. Validitas Internal (Uji Kredibilitas) 
  Bermacam-macam cara pengujian kredibilitas data atau kepercayaan terhadap 
data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan 
pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi diskusi teman 
sejawat, analisis kasus negatif, dan membercheck.54 Dengan pertimbangan bahwa 
penelitian ini menggunakan berbagai sumber data dan berbagai teknik pengambilan 
data yang bermacam-macam. Maka metode pengujian yang paling tepat adalah 
dengan menggunakan trangulasi, yakni sebagai berikut: 
a. Triangulasi Sumber Data 
  Menurut Patton (1987) triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan 
mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu 
dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Dalam hal ini jangan sampai 
banyak mengharapkan bahwa hasil pembandingan tersebut  merupakan kesamaan 
pandangan, pendapat, atau pemikiran. Yang penting disini ialah bisa mengetahui 
adanya alasan-alasan terjadinya perbedaan-perbedaan tersebut.55  Dalam penelitian 
ini, setelah mengumpulkan data primer dan data sekunder yang telah diperoleh. Maka 
data tersebut dideskripsikan, dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, mana 
yang berbeda hingga menganalisis dan menghasilkan kesimpulan mengenai 
                                                            
54Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D ( Cetakan ke-XXI; 
Bandung: Alfabeta, 2014), h. 270. 
55Patton dalam Lexi J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Cetakan ke-XXXI; 
Bandung: Rosadakarya, 2014), h. 331. 
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penerapan akuntansi zakat dan infaq/sedekah yang diterapkan pada BAZNAS kota 
Makassar. 
b. Triangulasi Teknik 
  Triangulasi teknik untuk menguji data dilakukan dengan cara mengecek data 
kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh 
dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi, atau kuisioner.56 
Maka, dalam penelitian ini dalam dilakukan pengecekan pada hasil wawancara 
kepada anggota, staf, dan karyawan BAZNAS kota Makassar dengan memperhatikan 
data dokumentasi pelaporan keuangan dan dokumentasi program penyaluran dana 
zakat. 
2. Validitas Eksternal (Transferability/Generalisasi)   
  Validitas eksternal berkaitan dengan derajat akurasi apakah hasil penelitian 
dapat digeneralisasi atau diterapkan pada populasi dimana sampel diambil. Bila 
sampel penelitian representatif, instrumen penelitian valid dan reliabel, cara 
mengumpulkan dan analisis data benar, penelitian akan memiliki validitas eksternal 
yang tinggi.57 Oleh karena itu, supaya orang lain dapat memahami hasil penelitian 
kualitatif sehingga ada kemungkinan untuk menerapkan hasil penelitian tersebut, 
maka peneliti dalam membuat laporannya harus memberikan uraian yang rinci, jelas, 
sistematis, dan dapat dipercaya. Dengan demikian pembaca menjadi jelas atas hasil 
                                                            
56Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D ( Cet. ke-XXI; Bandung: 
Alfabeta, 2014), h. 274. 
57Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D ( Cet. ke-XXI; Bandung: 
Alfabeta, 2014), h. 267. 
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penelitan tersebut, sehingga dapat memutuskan dapat atau tidaknya untuk 
mengaplikasikan hasil penelitian tersebut di tempat lain.58 
3. Uji Reliabilitas (Depenability) 
  Dalam penelitian kuantitatif, depenability disebut reliabilitas. Suatu penelitian 
yang reliabel adalah apabila orang lain dapat mengulangi/mereplikasi proses 
penelitian tersebut. Dalam penelitian kualitaitif, uji depenability dilakukan dengan 
melakukan audit/pemeriksaan terhadap proses penelitian. Sering terjadi peneliti tidak 
ke lapangan, tetapi bisa memberikan data. Kalau proses penelitian tidak dilakukan 
tetapi datanya ada, maka penelitian tersebut tidak reliabel atau dependable. Untuk itu 
pengujian depenability dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan 
proses penelitian.59 Dalam hal ini, terkait dengan penelitan penerapan akuntansi zakat 
dan infaq/sedekah pada BAZNAS kota Makassar, dosen pembimbing dapat 
melakukan audit/pemeriksaan terhadap keseluruhan proses aktivitas peneliti dalam 
melakukan penelitian. Bila peneliti tidak mempunyai dan tidak dapat menunjukkan 
jejak aktivitas lapangan, maka depenabilitas dalam penelitian ini patut diragukan. 
                                                            
58Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D ( Cet. ke-XXI; Bandung: 
Alfabeta, 2014), h. 276. 
59Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D ( Cet. ke-XXI; Bandung: 
Alfabeta, 2014), h. 277. 
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
A.  Deskripsi Objek Penelitian 
1. Profil Singkat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar 
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan  lembaga non-struktural 
yang bersifat mandiri yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara 
nasional. Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat di tingkat kab/kota maka 
dibentuklah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten/kota. Kota Makassar 
yang berada di provinsi Sulawesi Selatan juga telah didirikan badan pengelola zakat  
oleh pemerintah yakni Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar. Kota 
Makassar merupakan merupakan ibukota provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki 
luas wilayah 175,77 km2 yang meliputi 14 kecamatan dan 143 kelurahan. Jumlah 
penduduk di Kota Makassar pada Tahun 2014 sebanyak 1.406.072  jiwa yang terdiri  
dari 695.955 laki-laki dan 712.117 perempuan. Penduduk  Kota Makassar merupakan 
penduduk yang heterogen yang berasal dari suku dan agama yang berbeda namun 
mayoritas penduduk Kota Makassar memeluk agama Islam. Dengan melihat kondisi 
perekonomian yang tumbuh pesat dari tahun ke tahun, Maka kehadiran BAZNAS 
Kota Makassar sangat dibutuhkan dalam pelayanan pengelolaan zakat untuk 
peningkatan kualitas hidup umat khususnya di Kota Makassar. 
Sejak berdirinya, di tahun 2005 silam, BAZNAS Kota Makassar dahulunya 
bernama Badan Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh yang disingkat BAZIS Kota 
Makassar. Kemudian dengan mengacu pada peraturan daerah Kota Makassar Nomor 
5 Tahun 2006 tentang pengelolaan zakat maka nama tersebut diubah menjadi Badan 
Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Makassar. Karena perkembangan pengelolaan 
zakat dan perombakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan diterbitkannya UU 
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No 23 Tahun 2011. Sehingga pengelolaan zakat secara nasional juga harus 
berpedoman dengan aturan tersebut.60 
Sehingga pada tahun 2012 secara resmi nama Badan Amil Zakat Nasional 
(BAZNAS) Kota Makassar resmi dipakai dan melakukan berbagai penyesuaian 
dengan aturan UU No 23 Tahun 2011. Hingga kini kekengurusan BAZNAS Kota 
Makassar masih menunggu terbentuknya kepengurusan baru sesuai dengan UU No 
23 Tahun 2011. Berdasarkan SK Kemenag No 1190 Tahun 2012 periode pengurusan 
BAZDA Kota Makassar 2009-2012 memang telah berakhir namun berkat SK ini 
memberikan wewenang perpanjangan masa kepengurusan sambil menunggu 
terbentuknya kepengurusan baru sesuai peraturan baru. Dari pengamatan peneliti 
sejak April 2015 proses pembaharuan kepengurusan telah dimulai dan akan berlaku 
di tahun 2015.  Sejak Tahun 2007 BAZNAS Kota Makassar telah menempati kantor 
yang berada di Jalan Teduh Bersinar No. 5 Kompleks Kantor Catatan Sipil Kota 
Makassar untuk menunjang aktivitas BAZNAS dalam pengelolaan zakat. 
Sebagai lembaga pengelola zakat yang mempunyai wewenang 
mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan 
ketentuan syariat. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengelola zakat yang 
didirikan pemerintah, BAZNAS Kota Makassar telah membentuk UnitPengumpul 
Zakat (UPZ)  pada instansi pemerintah/SKPD, perusahaan daerah, sekolah-sekolah 
negeri, hingga UPZ pada tingkat kecamatan berdasarkan himbauan walikota 
Makassar. Ditambahkan oleh Bendahara BAZNAS yang mengatakan bahwa : 
 
 “Dana zakat yang terkumpul di BAZNAS Kota Makassar 99% merupakan 
berasal dari instansi pemerintah dalam hal ini SKPD Kota Makassar. Di sana 
juga telah dibentuk UPZ yang bertugas mengumpulkan zakat. Pemgumpulan 
                                                             
   60Diperoleh dari hasil Wawancara dengan Ibu Darmawati,SE (Staf BAZNAS Kota Makassar) 
tanggal 24 Juli 2015 di Kantor BAZNAS. 
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zakat di SKPD memang masih belum efektif. Hanya beberapa SKPD di Kota 
Makassar yang “patuh” untuk membayarkan zakatnya. “61 
2. Visi dan Misi62 
Visi BAZNAS Kota Makassar adalah “Terwujudnya masyarakat sadar zakat 
dan terciptanya amil yang profesional, transparan dan bertanggung jawab sesuai 
dengan syariat Islam”. 
Adapun Misi yang akan diemban oleh BAZNAS Kota Makassar adalah: 
a. Mewujudkan masyarakat sadar Zakat, Infaq, dan Shodaqoh. 
b. Mengoptimalkan pengumpulan ZIS (Zakat, Infaq, dan Shodaqoh) serta 
mendayagunakan ZIS. 
c. Mengentaskan kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan masyarakat. 
3. Struktur Organisasi 
Struktur organisasi menggambarkan susunan dan hubungan antara tiap   
bagian sesuai struktur yang ada dalam menjalin kegiatan operasional untuk mencapai 
suatu tujuan, serta bagaimana suatu pekerjaan dibagi, dikelompokkan dan 
dikoordinasikan secara formal.  
Berikut adalah gambar struktur organisasi yang ada di BAZNAS Kota 
Makassar: 
 
 
 
 
 
 
                                                             
  61Diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak Katjong Tahir, SH (60) (Bendahara 
BAZNAS Kota Makassar) tanggal 09 Juni 2015 di Kantor BAZNAS. 
  62Dokumen BAZNAS Kota Makassar, Brosur Profil BAZNAS Kota Makassar. 
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Gambar 4.1 struktur organisasi badan pelaksana BAZNAS 
 
Sumber : dokumen BAZNAS Kota Makassar 
4. Susunan Pengurus BAZNAS Kota Makassar63 
Susunan Pengurus Badan Amil Zakat Kota Makassar Periode 2009-2012 
(Perpanjangan Sementara) 
a) Dewan Pertimbangan 
Ketua   : Drs. A. G. H. Muhammad Ahmad 
Wakil Ketua  : Dr. H. Burhanuddin 
                                                             
  63Arsip BAZNAS Kota Makassar, SK Kepala Kantor Kemenag Provinsi Sulawesi Selatan No 
1190 Tahun 2012. 
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Sekretaris  : Dr. H. M. Alwi Uddin, M.Ag 
Wakil Sekretaris : Drs. H. Muhammad Qasim, M.Si 
Anggota  : Drs. Muh. Kasim 
     Drs. H. Jalaluddin Sanusi 
     H. Abu Naim Sanre, BA 
     Drs. H. M. Alwi Nawawi 
    Drs. H. M. Yunus 
b) Komisi Pengawas 
Ketua   : Drs. Jafar Sodding 
Wakil Ketua  : Drs. H. Hamsiar 
Sekretaris  : Drs. Jamil 
Wakil Sekretaris : Drs. Mustamin Umar 
Anggota  : Drs. K.H. Abdul Muttalib 
     Dr. H. Abd. Kadir Achmad 
     Drs. H. M. Amin Sikki 
     Erwin Safruddin, S. STP, M.Si 
     H. Arifuddin Lewa, S.Hi 
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c) Badan Pelaksana 
Ketua   : Drs. H. Abd Latif Jusuf 
Wakil Ketua I : Drs. H. Abdul Wahid, SH, MH 
Wakil Ketua II : Prof. Dr. H. Arifuddin Ahmad, M.Ag 
Wakil Sekretaris  : Drs. H. Abdul Wahab, SH, MH 
Wakil Sekretaris I : H. Abd Aziz Bennu, S.Ag 
Wakil Sekretaris II : Syahrul Mubarak, SE,MM 
Bendahara  : H. Katjong Tahir,SH 
SEKSI-SEKSI 
1. Seksi Pengumpulan  
Ketua   : Drs. H. Ismail Nurdin, MH 
Anggota : H. Muhyiddin SE, MM 
    Drs.Djunaid Shahib, M.Ag 
    H. Mahyuddin, SH 
    Junaidi, SE.I 
2. Seksi Pendistribusian 
Ketua  : Drs. Mukhlis Chalid 
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Anggota : Drs. H. M. Arif B 
    Dahlan Lamabawa, S.Ag, M.Ag 
    H. Lukman Hakim 
    Darmawati, SE 
3. Seksi Pendayagunaan 
Ketua  : Prof. Dr. H. Mustari Bosrah, MA 
Anggota : Drs. Saharuddin Yaseng, M.Ag 
    H. Syahruddin, S.Sos 
    Sri Surya, SE 
    Drs. Dahla Yaring 
4. Seksi Pengembangan 
Ketua  : Prof. Dr. H. Ali Parman, M.Ag 
Anggota : Drs. Abd. Rahim Razak, M.Pd 
    Muhammad Syahrir B, SE 
    H Muhammad Basri Nahir, S.Sos 
5. Tugas dan Wewenang64 
                                                             
  64Dokumen Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Makassar. 
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Uraian tugas (job description) yang menggambarkan tugas dan tanggung 
jawab pada BAZNAS Kota MAkassar secara garis besar sebagai berikut: 
a. Dewan Pertimbangan 
  Memberikan pertimbangan, fatwa, saran dan rekomendasi tentang 
pengembangan hukum dan pemahaman mengenai pengelolaan zakat. Menetapkan 
garis-garis kebijakan umum badan Amil Zakat bersama komisi pengawas dan badan 
pelaksana. Mengeluarkan fatwa syariah baik diminta atau tidak berkaitan dengan 
hukum zakat yang wajib diikuti oleh pengurus badan amil zakat. Memberikan 
pertimbangan, saran, dan rekomendasi kepada komisi pengawas dan badan 
pelaksana. 
b. Komisi Pengawas  
  Melaksanakan pengawasan internal atas operasional kegiatan yang 
dilaksanakan badan pelaksana. Mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang 
ditetapkan. Mengawasi operasional kegiatan yang dilaksanakan badan pelaksana 
yang mencakup pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan. 
c. Badan Pelaksana  
  Badan Pelaksana melaksanakan kebijakan badan amil zakat dalam program 
pengumpulan. Membuat rencana kerja pengumpulan, pendistribusian, dan 
pendayagunaan. Melaksanakan operasional pengelolaan zakat sesuai rencana kerja 
yang telah disahkan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan Menyusun 
laporan tahunan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah 
dan dewan perwakilan rakyat sesuai tingkatnya.  
d. Seksi Pengumpulan  
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1) Bertugas mengumpulkan daftar list nama dan alamat muzakki di seluruh 
wilayah Kota Makassar untuk menjaring potensi zakat yang dapat terkumpul 
untuk dikelola oleh BAZNAS.  
2) Membuat himbauan atau permintaan pengumpulan zakat dan infak/Sedekah 
dilampirkan brosur dan lain-lain ditujukan kepada golongan kaya. 
3)  Merancang metode pengumpulan dari kelompok masyarakat umum melalui 
jenjang pegawai, dinas, karyawan swasta, jenjang sekolah, jalur pemerintah 
kota.  
4) Membuat formulir atau kupon dan mekanisme pengumpulan uang zakat dan 
infaq/sedekah dengan membentuk tim yang solid.  
5) Melaksanakan tertib administrasi dengan ketatausahaan yang memadai untuk 
membangun kepercayaan masyarakat.  
6) Mengurus sistem pemungutan zakat yang dapat mengurangi pembayaran 
setoran pajak dan mensosialisasikan penerapannya pada level pimpinan baik 
pegawai dinas maupun perusahaan swasta muslim. 
e. Seksi Pendayagunaan 
1) Bertanggungjawab penuh terhadap dana pendayagunaan untuk dikelola bagi 
kepentingan mustahiq. 
2) Membuat laporan pendayagunaan dengan skala prioritas. 
3) Membentuk tim survei untuk mendapatkan data yang akurat tentang kondisi 
mustahiq di bidang ekonomi, lingkungan, budaya, dan intelektualitas. 
4) Mengadakan pelatihan ekonomi manajemen, kewirausahaan, keterampilan 
dan kerajinan. 
5) Menyalurkan bantuan pendidikan bagi pelajar berprestasi dari tingkatan SMA 
hingga S3. 
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f. Seksi Pendistribusian 
1) Bertanggungjawab terhadap kebijaksanaan mendistribusikan dana santunan 
kepada mustahiq yang berhak. 
2) Menyusun daftar mustahiq dan klasifikasinya. 
3) Melayani bantuan amal sosial dengan ramah, bijaksana, dan selektif sesuai 
dengan anggaran yang tersedia. 
g. Seksi Pengembangan 
1) Memonitor sistem organisasi BAZNAS dan luar BAZNAS melalui 
pertukaran informasi, bentuk kerjasama, seminar, artikel dari majalah atau 
koran maupun internet. 
2) Mengkaji keefektifan metode manajemen BAZNAS yang sedang berjalan 
dalam menangani masyarakat yang selalu berkembang. 
3) Secara dinamis mengadakan perkembangan sistem dan metode yang kurang 
efektif dan efisien segera. 
4) Mengadakan seminar untuk sosialisasi program dan dengan maksud untuk 
mendapatkan input dari masyarakat. 
5) Memberikan kesempatan kepada staf dengan program studi di tempat lain. 
6) Membuat laporan kerja secara periodikal hasil kerja yang telah tercapai. 
6. Penghimpunan Dana Zakat BAZNAS Kota Makassar 
  BAZNAS Kota Makassar melakukan penghimpunan dana zakat dan 
infaq/sedekah yang dilakukan dengan beberapa cara : 
a. Pengumpulan dengan menyetorkan secara langsung ke BAZNAS Kota Makassar 
dengan mengisi form yang telah disediakan kemudian menyetor langsung kepada 
bendahara BAZNAS. 
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b. Muzakki mengirim donasi atau zakatnya via bank dan mengonfirmasi ke pihak 
BAZNAS. Untuk mempermudah pengumpulan melalui bank tersebut pihak 
BAZNAS telah menyediakan Rekening tujuan yang beragam agar muzakki 
memiliki pilihan untuk mengirimkan melaui bank yang tersedia. Diantara 
rekening tersebut yakni: 
1) Bank Sul-Sel :0130.003.000012520-8 
2) BNI Syariah : 0092648668 
3) Bank Mandiri : 152.000518995-2 
4) Bank Syariah Mandiri : 0140017677 
5) BRI  : 00000050.000671.30.7 
6) BNI  : 6821303.5 
7) Bank BTN : 0004-01-50-058700-9 
8) Bank Mega Syariah : 000027.25 
9) Bank Permata Syariah : 8510228155 
 
c. Sesuai dengan Surat Edaran Walikota Makassar tertanggal 17 Mei 2010 BAZNAS 
Kota Makassar berhak melakukan pengumpulan dana zakat dan infaq/sedekah 
melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang telah dibentuk di beberapa instansi 
pemerintah diantaranya SKPD Kota Makassar, kecamatan, perusda, kementerian 
Agama hingga sekolah-sekolah melalui himbauan walikota Makassar. Hal ini 
untuk mengoptimalkan pengumpulan dana zakat yang berasal dari PNS. 
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7. Penyaluran Zakat BAZNAS Kota Makassar 
   Sesuai dengan perintah yang termaktub dalam surah at-Taubah ayat 60, 
firman Allah swt yakni :   
* $ yJ ¯R Î) àM» s%y¢Á9 $# Ïä!#t s)àÿù=Ï9 ÈûüÅ3» |¡yJ ø9 $#ur tû, Î# ÏJ» yèø9 $#ur $pkö n=tæ Ïpxÿ©9 xsßJ ø9 $#ur öNåkæ5qè=è%  Îûur É>$s%Ìh9 $# tûüÏBÌ» tó ø9 $#ur 
 Îûur È@ Î6y «! $# Èûøó$#ur È@ Î6¡ 9 $# ( ZpÒÌ sù ÆÏiB «! $# 3 ª! $#ur íOÎ=tæ ÒOÅ6ym ÇÏÉÈ     
 
Terjemahnya:  
Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang 
miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk 
(memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan 
untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang 
diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana (QS. Al-
Taubah/9:60)65 
 
Dari ayat tersebut ada 8 kategori objek yang berhak menerima zakat yakni:  
a. orang fakir: orang yang Amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan 
tenaga untuk memenuhi penghidupannya.  
b. orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam Keadaan 
kekurangan.  
c. Amil zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan 
zakat.  
d. Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru 
masuk Islam yang imannya masih lemah.  
e. Memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang 
ditawan oleh orang-orang kafir. 
                                                             
65 Departemen Agama RI,  Al-Qur’an dan Terjemahnya, Cet: al-Jumanatul ‘Ali, h. 196. 
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f. orang berhutang: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan 
maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang 
untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, 
walaupun ia mampu membayarnya.  
g. Pada jalan Allah (sabilillah): Yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan 
kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah 
itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan 
sekolah, rumah sakit dan lain-lain.  
h. Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami 
kesengsaraan dalam perjalanannya. Perintah dalam al-Quran tersebut 
merupakan landasan yang tegas secara syar’i untuk melaksanakan perintah 
zakat. 
  Dalam melakukan penyaluran BAZNAS Kota Makassar tetap mengacu 
kepada tuntunan dalam ayat tersebut, dengan memperhatikan dan menyesuaikan 
kondisi masa kini yang telah banyak berubah. Oleh karena itu, BAZNAS Kota 
Makassar dalam melaksanakan fungsi pendistribusian dan pendayagunaan dana 
zakat, pengurus telah mengeluarkan beberapa kebijakan dalam bentuk program-
program agar proses penyaluran dapat memberikan efek yang nyata bagi para 
mustahiq zakat yang berhak memperoleh sebagaimana yang diterangkan dalam Al-
Quran. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Bapak H. Katjong Tahir: 
  “ Proses penyaluran dana zakat oleh BAZNAS dilakukan  dengan 2 cara 
yakni penyaluran langsung dan pelatihan-pelatihan. Kami tidak hanya 
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membagikan zakat secara langsung agar mustahiq dapat memperoleh manfaat 
dana zakat di kemudian hari.”66 
  Selain itu, program penyaluran yang dilakukan oleh BAZNAS Kota 
Makassar diserahkan kepada yang berhak (mustahiq) yang diutamakan yakni 
golongan fakir miskin, penyandang cacat dan masyarakat pra-sejahtera yang berada 
di Kota Makassar. Sehingga hal tersebut sejalan dengan UU No 23 tahun 2011 pasal 
25 dan 26 bahwa zakat disalurkan kepada mustahiq sesuai dengan syariat Islam dan 
berdasarkan pada skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, 
keadilan, dan kewilayahan.67 Adapun program-program penyaluran dana zakat oleh 
BAZNAS Kota Makassar dari hasil wawancara dan pengamatan diantaranya yakni : 
a. Program Pembinaan Keagamaan 
  Program ini meliputi bantuan rumah ibadah/mesjid, bantuan guru 
TPA/Mengaji, Bantuan Muallaf, dan Pelatihan pengurusan Jenazah Muslim. Bantuan 
tersebut masing-masing diberikan kepada guru mengaji sebesar Rp 350.000 dengan 
dibagikan kepada guru mengaji setiap kelurahan 4 orang. Sedangkan muallaf 
mendapatkan bantuan sebesar Rp 500.000 / orang.68 
b. Pengembangan Ekonomi dan SDM 
  Program ini merupakan penyaluran dana zakat dalam memberikan bantuan 
insentif finansial bagi mustahiq serta memberikan bantuan pemberdayaan mustahiq 
agar meningkatkan taraf hidup mereka. Bantuan program ini berupa bantuan 
langsung kepada mustahiq secara tunai hingga program pelatihan-pelatihan. Bantuan 
                                                             
  66Diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak Katjong Tahir, SH (60) (Bendahara 
BAZNAS Kota Makassar) tanggal 09 Juni 2015 di Kantor BAZNAS. 
67Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indoensia No 23 Tahun 2011 tentang 
Pengelolaan Zakat, h. 8.  
  68Diperoleh dari hasil Wawancara dengan Ibu Darmawati,SE (Staf BAZNAS Kota Makassar) 
tanggal 24 Juli 2015 di Kantor BAZNAS. 
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langsung disalurkan langsung kepada fakir miskin dan pra-sejahtera di 14 kecamatan 
Kota Makassar. Masing-masing setiap kelurahan mengusulkan warga yang layak 
menerima sebanyak 6 warga pra sejahtera dengan bantuan sebesar Rp 350.000. 
Pelatihan yang telah dilaksanakan tersebut berupa pelatihan menjahit, pelatihan 
kursus las, AC, instalasi listrik hingga pelatihan pengembangan wirausaha.69 
c. Bidang Pendidikan dan Kesehatan 
  Program bantuan pendidikan dan kesehatan yang dilakukan oleh BAZNAS 
Kota Makassar meliputi bantuan beasiswa pendidikan secara penuh dan insidentil. 
Pemberian secara penuh hanya diberikan kepada tingkat SMA dan mahasiswa S1. 
Sedangkan bantuan insidentil meliputi bantuan penyelesaian bagi mahasiswa S1 
sebesar Rp 300.000, S2 sebesar Rp 500.000, dan S3 sebesar Rp 1.000.000. 
Sedangkan bantuan kesehatan meliputi bantuan pengobatan gratis.70 Dari 
pengamatan penulis, BAZNAS sempat mengadakan sunatan massal pada hari Sabtu 
13 Juni 2015 di Kantor BAZNAS Kota Makassar secara gratis. 
d. Bidang Sosial 
  Program bidang sosial mencakup kegiatan berbasis sosial yang berguna 
dalam membantu keperluan sosial masyarakat miskin yang memerlukan bantuan. 
Diantaranya yakni, bantuan sosial kepada fakir miskin, muallaf, bantuan bencana 
alam yang bersifat insidentil, hingga pelayanan mobil ambulance. 
e. Penyaluran Dana Amil 
                                                             
  69Diperoleh dari hasil Wawancara dengan Ibu Darmawati,SE (Staf BAZNAS Kota Makassar) 
tanggal 24 Juli 2015 di Kantor BAZNAS. 
  70Diperoleh dari hasil Wawancara dengan Ibu Darmawati,SE (Staf BAZNAS Kota Makassar) 
tanggal 24 Juli 2015 di Kantor BAZNAS. 
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  Penyaluran dana zakat kepada amil merupakan penyaluran dana zakat yang 
menjadi hak amil sebagai pengelola dana zakat yang secara syariah memperoleh hak 
sebagai salah satu diantara 8 asnaf yang berhak. Berdasarkan kebijakan BAZNAS 
Kota Makassar, bagian amil sebesar 8% untuk UPZ dan 4,5% untuk pengelola di 
BAZNAS.71  
B. Praktik Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah pada BAZNAS Kota Makassar 
   Setiap lembaga amil zakat wajib melaporkan dan mempertanggungjawabkan 
pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah serta dana sosial lainnya kepada muzakki. Hal 
ini berkaitan dengan dengan fungsi lembaga tersebut yang berwenang untuk 
mengelola, mendistribusikan, dan mendayagunakan dana zakat. Dana tersebut yang 
terkumpul berasal dari muzakki yang harus disalurkan sesuai dengan ketentuan 
syariah. Maka dari itu, lembaga pengelola zakat harus melaporkan 
pertanggungjawaban atas dana zakat yang dikelola secara wajar dan transparan. Tak 
terkecuali BAZNAS Kota Makassar sebagai lembaga yang diberi wewenang wajib 
melaporkan pertanggungjawaban pengelolaan dana zakat yang berasal dari muzakki. 
1. Tahap Pencatatan 
  Dalam proses penyusunannya, pencatatan laporan keuangan BAZNAS Kota 
Makassar tidak terlepas dari proses pengumpulan bukti transaksi penerimaan dan 
pengeluaran dana zakat yang kemudian dicatat secara harian (periodik). Siklus 
pencatatan harian tersebut dicatat dan diakui pada saat terjadi transaksi penerimaan 
dan pengeluaran dana zakat. Proses pencatatan penerimaan dan penyaluran dana 
zakat pada BAZNAS Kota Makassar tidak memiliki jurnal pencatatan yang khusus. 
                                                             
  71Diperoleh dari hasil Wawancara dengan Ibu Darmawati,SE (Staf BAZNAS Kota Makassar) 
tanggal 24 Juli 2015 di Kantor BAZNAS. 
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Akan tetapi, untuk memudahkan mengetahui perubahan dana zakat dan sebagai 
acuan dalam membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana zakat berupa 
laporan perubahan dana serta laporan penerimaan dan penyaluran dana zakat, 
BAZNAS Kota Makassar menggunakan buku kas yang akan mencatat segala 
penerimaan kas maupun pengeluaran dana zakat yang dilakukan secara tunai 
maupun transfer via bank.  
  Tabel buku kas tersebut terbagi kedalam tiga pos buku kas berupa buku kas 
zakat, buku kas infaq haji, dan buku kas infaq PNS. Klasifikasi tersebut berdasarkan 
kepada sumber dana zakat yang dikelola oleh BAZNAS Kota Makassar. Tabel 
tersebut berisi tanggal, transaksi, kode, dan saldo. Berikut ilustrasi sebagai berikut : 
a. Pada Tanggal 31/07/2013 Tercatat dari  buku kas zakat telah terjadi penerimaan 
dana zakat dari Prof. Dr. H. Ali Parman sebesar Rp 1.000.000, dan tanggal yang 
sama juga menyalurkan bantuan guru mengaji TPA ke Mesjid Al-Mujtahidah AN 
Hasniati, TPA Mesjid Haqqul Yakin AN Hasriadi masing masing senilai Rp 
350.000/orang 
 
Tgl Uraian Pemasukan Pengeluaran Kode Saldo 
31/07/13 
Prof. Dr. H. Ali 
Parman 
1.000.000   
 
31/07/13 
Bant. Guru 
mengaji TPA AN 
Hasniati 
 350.000 1.1 
 
31/07/13 
Bant. Guru 
mengaji TPA AN 
Hasriadi 
 350.000 1.1 
 
 SALDO    Rp 300.000 
 Tabel 4.1. Contoh format buku kas dana zakat 
Sumber Laporan Keuangan BAZNAS Kota Makassar Tahun 2013 
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b. Pada tanggal 06 Desember 2013 BAZNAS Kota Makassar menerima dana infaq 
dari UPTD Kec. Tamalanrea dan Panakkukang masing-masing sebesar Rp 
3.500.000 dan Rp 4.000.000, di tanggal yang sama juga memberikan insentif 
kepada UPZ kec. Tamalanrea sebesar 1.680.000. 
Tgl Uraian Pemasukan Pengeluaran Kode Saldo 
06/12/13 UPTD Kec. 
Tamalanrea 
3.500.000    
06/12/13 UPTD Kec. 
Panakkukang 
4.000.000    
06/12/13 Insentif UPZ kec. 
Tamalanrea 
 1.680.000 0.5  
 SALDO    Rp 5.820.000 
  Tabel 4.2 Contoh format buku kas infaq PNS 
Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS Kota Makassar Tahun 2013 
  Selengkapnya buku kas dari masing-masing pos penerimaan dapat dilihat di 
lampiran gambar 4.2, 4.3, dan 4.4. Dari hasil analisis terkait laporan 
pertanggungjawaban pengelolaan dana zakat oleh BAZNAS Kota Makassar 
menerapkan akuntansi dana dengan membagi dan mencatat pos penerimaan dana 
zakat ke dalam 3 pos penerimaan yakni: 
1) Dana Zakat, merupakan dana zakat harta yang diperoleh dari perseorang 
maupun lembaga yang telah diperoleh melalui Unit Pengelola Zakat (UPZ) 
maupun dari transfer via bank yang telah diterima. Penggolongan dana zakat 
bagi penerimaan dana zakat yang disalurkan kepada BAZNAS Kota 
Makassar bila telah mencapai nisabnya. 
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2) Dana Infaq Haji, merupakan dana infaq yang dipungut dan diterima dari 
jemaah haji dengan besaran yang beragam sesuai dengan kemampuan 
perorangan setiap jemaah. Meskipun dalam keterangan bendahara BAZNAS 
Kota Makassar bahwa infaq haji dipungut sesuai dengan SK edaran walikota 
Makassar yang menyatakan besaran infaq haji sebesar Rp 350.000/jamaah 
namun bisa saja infaq tersebut diterima melebihi ketentuan tersebut. 
3) Dana Infaq PNS, merupakan dana infaq yang berasal dari PNS Kota 
Makassar yang dikumpulkan melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang 
telah didirikan di setiap SKPD, sekolah, maupun lembaga pemerintahan yang 
ada di Kota Makassar. Dana infaq ini dipisahkan dari dana zakat karena 
berdasarkan keterangan dari Bapak Katjong Tahir, SH bahwa dari surat 
himbauan walikota Makassar tidak semua golongan PNS yang dipungut iuran 
zakat telah mencapai nisabnya, sehingga hanya beberapa golongan PNS saja 
yang dikategorikan sebagai dana zakat khususnya golongan IV dan jumlah 
tersebut tidak banyak hanya segolongan kecil.72 Bila mengacu kepada Surat 
Edaran Walikota Makassar per tanggal 17 Mei 2010 ditetapkan pada poin b 
bahwa besaran infaq bagi pegawai sesuai dengan golongannya yakni, 
golongan IV Rp 20.000/bulan, golongan III Rp 10.000/bulan, golongan II Rp 
5.000/bulan, dan golongan I Rp 2.000/bulan.73 
  Bila melihat dari proses pencatatan dana zakat yang dihimpun oleh BAZNAS 
Kota Makassar, dana zakat yang diperoleh terbagi menjadi 3 bagian yakni Kas dana 
Zakat, Kas dana Infaq Haji, dan Kas dana Infaq PNS. Model sistem pencatatan 
tersebut lazim dikenal dengan sistem akuntansi dana (fund accounting) yang 
                                                             
72Diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak Katjong Tahir, SH (60) ( Bendahara 
BAZNAS Kota Makassar) tanggal 09 Juni 2015 di Kantor BAZNAS. 
73 Arsip BAZNAS, Surat Edaran Walikota Makassar tertanggal 17 Mei 2010. 
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merupakan metode pencatatan dan penampilan entitas dalam akuntansi seperti aset 
dan kewajiban yang dikelompokkan menurut kegunaannya masing-masing. Dalam 
hal ini, pencatatan BAZNAS Kota Makassar membagi dana kas zakat menurut 
sumbernya yakni dana kas zakat, dana kas infaq haji, dan dana kas infaq PNS.  
2. Tahap Penggolongan 
Setelah melakukan pencatatan dana zakat melalui buku kas sesuai dengan sumber 
penerimaan. Proses selanjutnya untuk mengetahui secara rekapitulatif jumlah 
penyaluran dana zakat kepada mustahiq, maka langkah selanjutnya yakni melakukan 
penggolongan pendistribusian penyaluran zakat. Sedangkan menurut penyaluran 
dananya dibagi menjadi 5 bagian sesuai dengan jenis program penyaluran masing-
masing yakni, program keagamaan, program pendidikan dan kesehatan, program 
pengembangan ekonomi dan SDM, dan program bidang sosial ditambah dana bagian 
amil yang disalurkan sesuai dengan hak amil.  
  Sehingga selain mencatat langsung semua penerimaan dan pengeluaran dana 
zakat melalui ketiga pos dana zakat tersebut di atas, pembukuan BAZNAS juga 
mencatat rekapitulasi pendistribusian dana zakat dari masing-masing pos dana 
tersebut dengan kode sesuai dengan pos program pendistribusian yakni terdapat 4 
program pendistribusian dana zakat ditambah dengan pengeluaran dana zakat bagian 
amil untuk biaya operasional dan ujrah/fee yang menjadi hak amil. Berikut masing 
masing pos pendsitribusian tersebut : 
Kode 1.1 = Pendistribusian Bidang Keagamaan 
Kode 1.2 = Pendistribusian Bidang Pengembangan Ekonomi dan SDM 
Kode 1.3 = Pendistribusian Bidang Pendidikan dan Kesehatan 
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Kode 1.4 = Pendistribusian Bidang Sosial 
Kode 1.5 = Pedistibusian Bagian Amil dan Operasional 
  Pencatatan pendistribusian dana zakat sesuai dengan klasifikasi program yang 
dilakukan oleh BAZNAS Kota Makassar untuk memberikan pertanggungjawaban 
penggunaan dana zakat yang dikelola melalui program-program penyaluran zakat 
yang telah diprogramkan oleh BAZNAS dari berbagai macam klasifikasi program 
kepada para mustahiq. Klasifikasi tersebut juga direkapitulasi dengan seluruh 
pendistribusian di setiap program sehingga akan muncul total pendistribusian yang 
dilakukan oleh BAZNAS di setiap program penyaluran dana zakat yang telah 
dilakukan oleh BAZNAS Kota Makassar selama setahun. 
3. Tahap Pelaporan 
  Setelah penggolongan penyaluran distribusi zakat sesuai dengan program 
penyaluran BAZNAS, tahap selanjutnya yakni menyusun laporan pengelolaan dana 
zakat secara rekapitulatif sesuai dengan pembagian dana kas zakat, dana kas infaq 
haji, dan dana infaq PNS. Selengkapnya terlihat dalam lampiran 4.5. Keseluruhan 
proses pencatatan tersebut berakhir dengan laporan pengelolaan dana zakat 
BAZNAS Kota Makassar yang berupa laporan tahunan yang mencakup dana tahun 
sebelumnya ditambahkan dengan total dana tahun berjalan yang telah diterima 
hingga dikurangkan dengan proses penyaluran dana yang terperinci ke dalam 4 
program ditambah bagian amil dan operasional BAZNAS Kota Makassar. Sehingga 
akan muncul saldo akhir dana zakat di akhir tahun. Selengkapnya format laporan 
pertanggungjawaban pengelolaan dana zakat dan infaq/sedekah dapat dilihat sebagai 
contoh pada lampiran 4.6. 
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  Dari proses pencatatan dan tampilan penyajian laporan pertanggungjawaban 
laporan pengelolaan dana zakat oleh BAZNAS Kota Makassar masih tergolong 
sangat sederhana dan masih menggunakan model single entry dimana ketika terjadi 
penerimaan dana zakat dan infaq/sedekah akan langsung tercatat pada kolom 
penerimaan dan secara otomatis menambah saldo dana zakat dan sebaliknya pula 
ketika terjadi penyaluran dana zakat akan dicatat sebagai pengurangan dana zakat 
dan secara otomatis akan mengurangi saldo dana zakat. Cara sederhana yang 
digunaka oleh BAZNAS tersebut dapat dikategorikan sebagai sistem akuntansi cash 
base yakni : Perubahan kas = Pemasukan – Pengeluaran. 
   Dalam hal ini, metode pecatatan tersebut yang menetapkan bahwa pencatatan 
transaksi peristiwa ekonomi hanya dilakukan apabila transaksi dan peristiwa tersebut 
menimbulkan perubahan pada kas, maka transaksi dan peristiwa tersebut tidak 
dicatat. Sehingga case basis memiliki keunggulan karena dapat menceminkan 
pengeluaran yang aktua, riil, dan objektif.74 Selanjutnya dengan mengacu kepada 
seluruh pencatatan tersebut akan menjadi acuan dalam proses penyusunan laporan 
keuangan dana zakat dan infaq/sedekah tahunan oleh BAZNAS Kota Makassar. 
  Pencatatan dengan sistem single entry seperti yang diterapkan dalam model 
pencatatan laporan pertanggungjawaban BAZNAS Kota Makassar memilki 
kelebihan dan kekurangan. Sistem pencatatan single entry atau dikenal dengan sistem 
tata buku tunggal memilki beberapa kelebihan, yaitu sederhana dan mudah dipahami. 
Namun sistem ini memiliki kelemahan, antara lain yaitu kurang bagus untuk 
pelaporan (kurang memudahkan penyusunan pelaporan keuangan), sulit untuk 
menemukan kesalahan pembukuan yang terjadi, dan sulit untuk dikontrol. Oleh 
                                                             
  74 Hendra F Santoso Akuntansi Anggaran. Jurnal Akuntansi Vol 10, No 3 September 2010 
Fakultas Ekonomi Universitas Krida Wacana, h. 233 
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karena itu, dalam akuntansi terdapat sistem pencatatan yang lebih baik dan dapat 
mengatasi kelemahan di atas. Sistem ini disebut juga dengan sistem double entry 
inilah yang sering disebut dengan akuntansi (Halim:2008).75  Sehingga dalam tahap 
akhir pelaporan, BAZNAS Kota Makassar hanya meyajikan laporan perubahan dana 
zakat secara rekapitulatif. 
C. Kajian Penerapan PSAK 109 pada BAZNAS Kota Makassar 
   Terkait dengan pelaporan keuangan dana zakat dan infaq/sedekah, saat ini 
telah disusun sebuah standar pelaporan akuntansi yang khusus mengatur tentang 
pencatatan laporan keuangan amil zakat. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 
(PSAK) 109 tentang zakat dan infaq/sedekah tersebut telah berlaku efektif sejak awal 
2012. Hal ini sebagai upaya melaporkan pengelolaan dana zakat dan infaq/sedekah 
secara wajar dan transparan  dengan format seragam agar dapat dimengerti oleh 
penggunanya.  
  Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan dana zakat dan 
infaq/sedekah yang dikelola oleh BAZNAS. Maka, sudah sepantasnya sebagai pihak 
yang mengelola dana tersebut dapat dilaporkan secara transparan. Sebagaimana 
menurut Harahap (1997) bahwa tujuan dari akuntansi syariah adalah mengungkapkan 
kebenaran, kepastian, keterbukaan, keadilan, dan akuntabilitas dari transaksi-
transaksi yang dilakukan.76 Sehingga kepercayaan atas kinerja pengelolaan dana 
zakat dapat tumbuh dalam diri muzakki sehingga dapat menumbuhkan kesadaran 
dalam membayar zakat. 
                                                             
  75 Abdul Halim. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta Salemba 4, h. 43. 
  76 Harahap dalam Iwan Triyuwono. Akuntansi Syariah; Perspektif, Metodologi, dan Teori. 
(Cet ke-III; Jakarta: Rajawali Press 2012) , h. 29. 
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  Idealnya bila merujuk pada PSAK 109 tentang zakat dan infaq/sedekah, 
laporan keuangan lembaga pengelola zakat meliputi : Laporan Neraca, Laporan 
perubahan dana, laporan Aktivitas atas sumber dan penggunaan dana, laporan arus 
kas, dan Catatan atas laporan keuangan. Dari hasil analisis dan pengamatan dari 
pengelolaan dan pencatatatan laporan pertanggunggjawaban BAZNAS Kota 
Makassar terdapat beberapa hal yang bila dibandingkan dengan PSAK 109 tentang 
zakat dan infaq/sedekah masih banyak yang belum sesuai.  
  Dalam prakteknya, proses pencatatan laporan keuangan BAZNAS Kota 
Makassar dimulai dengan pengumpulan bukti transaksi baik penerimaan maupun 
pengeluaran dana zakat dan infaq/sedekah. Selanjutnya dari bukti tersebut, dicatat 
dalam tabel kas harian sesuai dengan jenis dana yang diterima (dana zakat, infaq haji, 
atau infaq PNS), dimana dalam pencatatan tersebut sebagaimana yang ditampilkan 
pada lampiran jurnal BAZNAS Kota Makassar hanya melakukan pembukuan 
menggunakan sistem pencatatan single entry, ketika terjadi penerimaan zakat dan 
infaq/sedekah yang diterima langsung dicatat dan diakui sebagai kas masuk 
sedangkan ketika menyalurkan dana zakat dan infaq/sedekah yang disalurkan secara 
tunai dalam bentuk penyaluran langung maupun melalui program yang diprogramkan 
maka akan dicatat dan diakui sebagai kas keluar. Padahal idealnya bila mengacu 
kepada pencatatan berdasarkan PSAK 109, jika ada penerimaan dan penyaluran dana 
zakat dan infaq/sedekah maka pencatatannya sebagi berikut : 
Penerimaan Dana Zakat 
Kas-Dana Zakat  xxx 
 Dana Zakat    xxx 
Penyaluran Dana Zakat  
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Dana Zakat   xxx 
 Kas-Dana Zakat   xxx  
  Dari jurnal tersebut, bahwa penerimaan kas dana zakat dan infaq/sedekah 
akan menambah dana zakat dan infaq/sedekah, dan penyaluran dana zakat akan 
mengurangi kas dana zakat dan infaq/sedekah, yang disebut dengan sistem 
pencatatan double entry, dimana transaksi dicatat dua kali pada debet dan kredit. 
Dengan sistem seperti ini akan mempermudah penyusunan pelaporan keuangan 
karena perhitungan yang akurat dan berkesinambungan kentungan (kredit) dan 
kerugian (debit). Sedangkan pencatatan yang dilakukan oleh BAZNAS Kota 
Makassar hanya menerapkan metode  single entry, pencatatan sistem tersebut 
memang sederhana dan mudah dipahami, namun tidak dapat menghasilan laporan 
keuangan yang lengkap, sulit menemukan kesalahan yang pembukuan yang terjadi 
dan sulit di kontrol.77 
  Sistem pencatatan yang digunakan ini mengakibatkan laporan keuangan yang 
dibuat oleh BAZNAS Kota Makassar hanya laporan perubahan dana zakat dan 
infaq/sedekah. Padahal idealnya laporan keuangan sesuai dengan PSAK 109 ada lima 
jenis yaitu : Neraca, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, 
laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya dapat kita kaji 
dalam isi PSAK 109 dengan membandingkan laporan pertanggungjawaban 
BAZNAS Kota Makassar dari sisi pengakuan, pengukuran, pengungkapan dan 
penyajian. 
1. Pengakuan dan Pengukuran 
                                                             
  77 Hendra F Santoso Akuntansi Anggaran. Jurnal Akuntansi Vol 10, No 3 September 2010 
Fakultas Ekonomi Uniersitas Krida Wacana, h.  234.  
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a. Zakat 
1) Pengakuan Awal 
  Secara konseptual pengakuan adalah penyajian suatu informasi melalui 
statement keuangan sebagai ciri sentral laporan keuangan. Dalam PSAK 109 poin 9, 
disebutkan bahwa pengakuan awal penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset 
lainnya diterima.  Pengakuan akuntansi terhadap dana zakat dan infaq/sedekah yang 
dilakukan oleh BAZNAS Kota Makassar yaitu metode cash base yang mengakui 
transaksi dan peristiwa ekonomi lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau 
disalurkan. Metode ini dilakukan atas dasar pengertian bahwa dana zakat dan 
infaq/sedekah yang dikumpulkan dan disalurkan secara langsung sebagai kas. Dari 
penjelasan di atas dapat dianalisis bahwa dari sisi pengakuan dana zakat dan 
infaq/sedekah pada BAZNAS Kota Makassar telah sesuai dengan PSAK 109, Akan 
tetapi sistem pencatatan yang dilakukan masih menggunakan sistem pencatatan 
single entry.  
  Pernyataan  10 PSAK 109 menyatakan bahwa zakat yang diterima dari 
muzakki diakui sebagai penambah dana zakat. Hal ini telah tercermin dalam buku 
kas dana zakat BAZNAS Kota Makassar yang mengakui penerimaan dana zakat 
sebagai penambah dana zakat. Khususnya dana zakat yang langsung diterima 
umumnya berasal dari PNS di lingkungan Kota Makassar maupun zakat badan dan 
pribadi yang telah memenuhi nisab. Berdasarkan pada himbauan walikota Makassar 
Nomor 451.12/33/S.Edar/Kesra/V/2010 tercantum dengan jelas pada poin a 
menetapkan bahwa Pegawai yang berpenghasilan minimal Rp 2.600.000 (Dua juta 
enam ratus ribu rupiah)/ bulan dapat melaksanakan kewajibannya membayar zakat 
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profesi sebesar 2,5%/bulan dan disetorkan kepada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) 
pada masing-masing unit kerja. 
  Sedangkan pada poin 10(b) ditambahkan bahwa jika dalam bentuk non kas 
sebesar nilai wajar aset non kas tersebut. Dari buku kas BAZNAS Kota Makassar 
tidak tercantum aset non-kas yang diperoleh oleh BAZNAS Kota Makassar. Pada 
pernyataan (12) PSAK 109, Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk 
bagian amil dan dan zakat untuk bagian non amil. Di pencatatan BAZNAS Kota 
Makassar memberikan gambaran perincian dana amil yang dikelola oleh BAZNAS 
dengan kode 1.5, sedangkan dana non-amil yang disalurkan juga dirincikan sesuai 
kebijakan program penyaluran yang telah disepakati. Artinya, secara umum 
BAZNAS Kota Makassar telah mengakui pembagian dana zakat yang diterima 
menjadi hak amil dan sebagiannya akan disalurkan kepada mustahiq dan diakui 
sebagai dana non-amil.     
  Pada pernyataan (13) PSAK 109 menyatakan bahwa jumlah atau presentase 
bagian untuk masing-masing mustahiq ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip 
syariah dan kebijakan amil. Dari kebijakan pengelola BAZNAZ Kota Makassar, 
pengakuan dana amil ditentukan dengan presentase sebesar 8% untuk UPZ dan 4,5% 
untuk amil yang berada di BAZNAS sesuai dengan prinsip syariah. Sedangkan 
mustahiq yang lain disesuaikan dengan prioritas dan kebijakan BAZNAS. Pada 
pernyataan 14 PSAK 109 menyatakan bahwa, jika muzakki menentukan mustahiq 
yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil maka aset zakat yang diterima 
seluruhnya diakui sebagai dana zakat. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan 
ujrah/fee maka diakui sebagai penambah dana amil. Dari kebijakan amil yang telah 
menunjukkan adanya Unit pengumpul zakat (UPZ) dari berbagai instansi 
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pemerintahan di Kota Makassar, mereka mendapatkan ujrah/fee yang sesuai dengan 
kebijakan BAZNAS sebesar 4,5% dari dana zakat dicatat sebagai di laporan 
keuangan BAZNAS sebagai dana amil dan akan menambah dana amil. 
2) Pengukuran Setelah Pengakuan Awal 
  Pengukuran adalah proses penentuan jumlah uang untuk mengakui dan 
memasukkan setiap unsur laporan keuangan ke dalam laporan posisi keuangan 
maupun laporan sumber dan penggunaan dana. Umumnya dana yang diterima oleh 
BAZNAS Kota Makassar berbentuk kas dan diukur sebesar jumlah yang diterima. 
Sementara itu, penerimaan dana zakat dan infaq/sedekah berupa aset non-kas pada 
BAZNAS Kota Makassar tidak terdapat dalam pencatatan laporan keuangan 
BAZNAS Kota Makassar. Seperti pada pengukuran setelah pengakuan awal 
pernyataan PSAK 109 (15) menyatakan bahwa jika terjadi penurunan nilai aset zakat 
non-kas, jumlah kerugian yang ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurang 
dana zakat atau pengurang dana amil tergantung dari sebab terjadinya kerugian 
tersebut.  
3) Penyaluran Zakat 
  Berdasarkan pada PSAK 109 poin 17 menyatakan bahwa zakat yang 
disalurkan kepada mustahiq diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar jumlah 
yang diserahkan, jika dalam bentuk kas; jumlah tercatat jika dalam bentuk aset non 
kas.78 Penyaluran dana zakat oleh BAZNAS Kota Makassar disalurkan kepada 
mustahiq dengan kebijakan program juga diakui sebagai pengurang dana zakat 
sebesar jumlah yang diserahkan dalam bentuk kas. Hal ini terlihat dari pencatatan 
                                                             
  78Ikatan Akuntan Indonesia. Exposure Draft(ED) PSAK 109 tentang zakat dan 
Infaq/sedekah, 2008, h. 04. 
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buku kas dana zakat dan infaq/sedekah yang mencatat pegeluaran dana zakat disisi 
pengeluaran yang secara langsung mengurangi dana saldo zakat. Sementara dari sisi 
penyaluran/pengeluaran dalam bentuk aset non-kas tidak terdapat pada BAZNAS 
Kota Makassar karena dari keterangan bendahara BAZNAS bahwa amil hanya 
menerima dana zakat tunai, namun bila menerima zakat non kas juga akan dicatat 
sesuai dengan harga aset tersebut.   
b. Infaq/Sedekah 
1) Pengakuan Awal 
  Sementara pengakuan awal penerimaan dana infaq/sedekah yakni pada poin 
18 PSAK 109 yang menyatakan bahwa infaq/sedekah yang diterima diakui sebagai 
dana infaq/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi 
infaq/sedekah sebesar : 
(a) Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas; 
(b) Nilai wajar,  jika dalam bentuk nonkas  
  Dalam laporan keuangan BAZNAS Kota Makassar hanya mengakui jumlah 
dana zakat sesuai dengan jumlah yang diterima seperti pengakuan penerimaan dana 
zakat yang juga menggunakan sistem pencatatan cash basis baik dana infaq/sedekah 
terikat maupun tidak terikat. Umumnya dana infaq/sedekah  yang diterima 
merupakan dana zakat yang tidak terikat dan tercatat dalam dana kas infaq haji yang 
dipungut kepada jamaah haji Kota Makassar sebesar Rp 350.000/jamaah sesuai 
dengan SK Edaran Walokota Makassar  dan Dana kas Infaq PNS yang berasal dari 
PNS lingkup Kota Makassar yang dihimpun melalui UPZ masing-masing instansi 
dan ditentukan besarannya sesuai dengan SK Edaran Walikota Makassar nomor: 
451.12/33/S,Edar/Kesra/V/2010. Besaran infaq bagi pegawai sesuai dengan 
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golongannya yakni, golongan IV Rp 20.000/bulan, golongan III Rp 10.000/bulan, 
golongan II Rp 5.000/bulan, dan golongan I Rp 2.000/bulan bila telah terkumpul 
maka UPZ akan menyetorkan kepada bendahara BAZNAS untuk dicatat dan dikelola 
sesuai dengan kebijakan penyaluran BAZNAS Kota Makassar. 
  Sedangkan pada poin (b) penerimaan aset non-kas yang diterima di BAZNAS 
Kota Makassar, bendahara BAZNAS menguraikan bahwa infaq/sedekah muqayyad 
(terikat) sesuai dengan ikrar donatur pernah dan masih dilaksanakan oleh BAZNAS. 
Salah satunya bentuk kerjasama program kesehatan BAZNAS yakni operasi katarak 
bagi warga kurang mampu. Dalam program tersebut, BAZNAS menanggung bantuan 
tersebut dengan menanggung biaya operasi 5 mata sedangkan optik Inayah 
memberikan bantuan infaq/sedekah dengan menanggung 2 mata. Seharusnya 
tanggungan berupa pelayanan kesehatan oleh optik Inayah tersebut dapat diakui 
sebagai infaq/sedekah terikat dalam bentuk non-kas. Namun dari pencatatan 
BAZNAS hanya mencatat sejumlah nominal yang ditanggung oleh BAZNAS.79 
  Pengakuan dana infaq/sedekah yang diatur oleh PSAK 109 selanjutnya pada 
poin 20 yang menyatakan bahwa Infaq/sedekah yang diterima diakui sebagai dana 
amil untuk bagian amil dan dana infaq/sedekah untuk bagian penerima 
infaq/sedekah. Seperti dalam pengakuan dana zakat, pengakuan dana infaq/sedekah 
di BAZNAS juga membagi dana infaq/sedekah sebagai bagian dana amil sesuai 
dengan kebijakan yang ditetapkan dan bagian penerima infaq/sedekah juga diakui 
sesuai dengan kebijakan BAZNAS yakni melalui program penyaluran. Sedangkan 
poin 21 menyatakan bahwa penentuan jumlah atau presentase bagian untuk para 
penerima infaq/sedekah ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan 
                                                             
  79Diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak Katjong Tahir, SH (60) (Bendahara 
BAZNAS Kota Makassar) tanggal 12 Agustus 2015 di Kantor BAZNAS. 
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kebijakan amil. Kebijakan penentuan jumlah penerima infaq/sedekah telah diatur 
dalam program penyaluran sesuai dengan peruntukannya. Misalnya kebijakan jumlah 
penerima infaq/sedekah bagi muallaf sebesar Rp 500.000/orang. Penentuan lain soal 
jumlah penerima infaq fakir miskin sebesar Rp 350.000/orang dengan jumlah 
masing-masing 6 orang di setiap kelurahan. Hal lain berkaitan dengan penentuan 
kebijakan jumlah penerima infaq/sedekah di BAZNAS sesuai dengan prinsip syariah. 
2) Pengukuran setelah pengakuan Awal 
  Pernyataan poin 22 PSAK 109 menyatakan, infaq/sedekah yang diterima 
dapat berupa kas atau aset nonkas. Aset non kas dapat berupa aset lancar atau tidak 
lancar. Penerimaan infaq/sedekah pada BAZNAS Kota Makassar berupa kas dalam 
bentuk tunai. Adapun aset non kas lancar maupun tidak lancar belum pernah diterima 
oleh BAZNAS Kota Makassar. Pada poin 23 PSAK 109 dijelaskani lebih lanjut 
bahwa aset tidak lancar yang diterima oleh amil dan diamanahkan untuk dikelola 
dinilai sebesar nilai wajar saat penerimaannya dan diakui sebagai aset tidak lancar 
infaq/sedekah. Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan sebagai pengurang dana 
infaq/sedekah terikat apabila penggunaan atau aset pengelolaan aset tersebut sudah 
ditentukan oleh pemberi. 
  Dari pencatatan laporan keuangan BAZNAS Kota Makassar tidak pernah 
menerima aset tidak lancar. Akan tetapi BAZNAS Kota Makassar memiliki aset 
tidak lancar dari penerimaan dana infaq yang dibeli untuk pelayanan sosial 
masyarakat yakni mobil ambulance. Berdasarkan laporan auditor independen bahwa 
BAZNAS sendiri mencatat pembelian aset maupun inventaris secara langsung di 
laporan keuangan sesuai dengan harga perolehannya dan tidak melakukan 
penyusutan atas inventaris kantor yang dimiliki. Pencatatan laporan keuangan 
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BAZNAS Kota Makassar hanya menunjukkan penyaluran dana operasional untuk 
perbaikan dan perawatan inventaris mobil ambulance dan inventaris lain sesuai 
dengan harga dan nilai nominal dalam bentuk kas. Contoh yang ditunjukkan dalam 
laporan keuangan Januari tahun 2013 yakni biaya servis 2 komputer sebesar Rp 
1.739.000, biaya perbaikan mobil ambulance sebesar Rp 400.000, penggantian 
subreaker depan ambulance sebesar Rp 270.000.80 
  Adapun pada poin 28 PSAK 109 menyatakan bahwa dana infaq/sedekah 
sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk 
mendapatkan hasil yang optimal. Hasil dana pengelolaan diakui sebagai penambah 
dana infaq/sedekah.81 Dalam kebijakan BAZNAS Kota Makassar belum 
memutuskan untuk mengelola dana infaq/sedekah secara produktif. Hanya program 
pemberdayaan yang dijalankan oleh BAZNAS untuk menyokong mustahiq agar 
dapat menaikkan taraf hidupnya. Misalnya program bantuan pelatihan menjahit, 
kursus las, pelatihan keirausahaan, dan bantuan modal usaha bagi warga yang 
dianggap layak untuk menerima. 
3) Penyaluran infaq/Sedekah 
  Pernyataan poin 29 PSAK 109 menyatakan penyaluran dana infaq/sedekah 
diakui sebagai pengurang dana infaq/sedekah sebesar: 
(a) Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas; 
(b) Nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk aset nonkas. 
Dari pernyataan tersebut, bila melihat dari pencatatan penyaluran dana kas infaq haji 
maupun dana kas infaq PNS BAZNAS Kota Makassar penyaluran zakat kepada 
                                                             
80Arsip BAZNAS Kota Makassar, Laporan Tahunan BAZNAS Kota Makassar Tahun 2013. 
81Ikatan Akuntan Indonesia. Exposure Draft(ED) PSAK 109 tentang zakat dan 
Infaq/sedekah, 2008, h. 06. 
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mustahiq diserahkan dengan berbagai nominal jumlah sesuai dengan kebijakan 
BAZNAS Kota Makassar. Misalnya, bantuan langsung fakir miskin dan pra sejahtera 
sebesar Rp 350.000 dengan pembagian kepada 6 orang/kelurahan dicatat sesuai 
dengan nominal kas yang dikeluarkan kepada mustahiq. Adapun aset yang 
diserahkan kepada mustahiq berupa sembako tetapi dicatat sebagai pengeluaran kas 
karena BAZNAS Kota Makassar hingga saat ini masih belum menerima dan 
mengelola aset non-kas secara langsung. Namun, dari keterangan BAZNAS Kota 
Makassar pernah bekerjasama dengan radio Gamasi untuk menyalurkan dana zakat 
kepada fakir miskin sedangkan pihak radio Gamasi memberikan bantuan berupa 
sembako. Seharusnya, bantuan sembako dalam program kerjasama tersebut oleh 
Radio Gamasi dapat dicatat dan diakui sebagai dana infaq/sedekah barang makanan 
dalam bentuk aset non kas yang disalurkan secara langsung. Akan tetapi yang 
tercatat dalam laporan keuangan BAZNAS Hanya mencatat dana zakat yang 
disalurkan secara tunai oleh BAZNAS Kota Makassar.82 
c. Dana Non Halal 
  Dalam pernyataan PSAK 109 poin 32 menyatakan bahwa penerimaan dana 
nonhalal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip 
syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank 
konvensional. Penerimaan nonhalal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat 
yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang. Dari 
keterangan bendahara BAZNAS Kota Makassar bahwa dari transaksi penerimaan 
zakat juga terdapat pendapatan dari bunga bank dan akan dicatat di laporan 
keuangan. Namun, dari pencatatan yang diperoleh di BAZNAS Kota Makassar 
                                                             
82Diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak Katjong Tahir, SH (60) (Bendahara 
BAZNAS Kota Makassar) tanggal 12 Agustus 2015 di Kantor BAZNAS. 
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hanya langusng mencatat sebagai transaksi tunai dari bank tanpa memisahkan 
nominal dari bagian dana non halal. 
2. Pengungkapan dan Penyajian 
  Dari sisi pengungkapan yang terdapat dalam PSAK 109 poin 35(a) yakni, 
mengungkapan kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas 
penyaluran, dan penerima. Poin 36(b) Kebijakan pembagian antara dana amil dan 
dana nonamil atas penerimaan zakat, seperti persentase pembagian, alasan, dan 
konsistensi kebijakan.  Poin 35(c) Rincian jumlah penyaluran dana zakat yang 
mencakup jumlah beban pengelolaan dana yang diterima langsung mustahiq.83  
  Pengukuran tersebut yang diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. 
Dalam konteks pengukuran, kebijakan zakat, seperti penentuan skala prioritas 
penyaluran, dan penerima telah diterapkan Oleh BAZNAS Kota Makassar. Skala 
prioritas penyaluran BAZNAS Kota Makassar ditetapkan oleh pengurus berdasarkan 
prioritas kebutuhan mustahiq dengan menyesuaikan kondisi masyarakat kota 
Makassar. Prioritas utama penyaluran  kepada faqir miskin dan masyarakat pra 
sejahtera yang terdapat di setiap kelurahan. Penyaluran juga diprioritaskan kepada 
penyandang cacat yang membutuhkan bantuan sosial dan kesehatan. Fii Sabilillah 
yang berjuang di jalan Allah dengan memperhatikan kondisi sosial masyarakat juga 
diberikan kepada guru mengaji kampung yang terdapat di setiap kelurahan di Kota 
Makassar. Penerima lain adalah muallaf yang baru masuk Islam dan hak amil dengan 
presentase yang telah sesuai dengan syariah. 
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  Begitupun kebijakan pembagian antara dana amil dan dana non amil atas 
penerimaan zakat, seperti presentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan. 
Dana amil yang menjadi hak amil diberikan sebesar 8% kepada UPZ dan 4,5% untuk 
dana operasional amil yang berada di BAZNAS Kota Makassar. Namun presentase 
tersebut saat ini belum ditampilkan dalam catatan atas laporan keuangan, karena 
dalam laporan keuangan yang diterapkan BAZNAS Kota Makassar saat ini tidak 
memiliki catatan atas laporan keuangan.  
  Sementara itu, rincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah 
beban pengelolaan telah ditampilkan dalam laporan pertanggungjawaban dana zakat 
Oleh BAZNAS Kota Makassar. Secara nominal ditampilkan biaya operasional, biaya 
ATK, dan biaya inventaris yang menunjang aktivitas BAZNAS dalam mengelola 
dana zakat. Sedangkan jumlah dana yang langsung diterima oleh mustahiq dapat 
dilihat pada rekapitulasi penyaluran dana zakat dari program sosial, program 
ekonomi dan SDM, program kesehatan dan pendidikan, dan program keagamaan 
yang masing-masing menyalurkan kepada mustahiq sesuai dengan tujuan program 
penyaluran tersebut. 
   Pengungkapan dana infaq/sedekah juga diatur dalam PSAK 109. Pada poin 
36(b) menyatakan bahwa kebijakan pembagian antara dana amil dan dana non amil 
atas penerimaan infaq/sedekah, seperti presentase pembagian, alasan, dan konsistensi 
kebijakan. Pengungkapan terkait dana infaq/sedekah tersebut perlakuannya sama 
dengan pengungkapan dana zakat pada poin 35(b) yang telah ditentukan dalam 
kebijakan BAZNAS dan sesuai dengan prinsip syariah. Sedangkan pengungkapan 
dana infaq/sedekah poin 36(g) yang menyatakan bahwa rincian jumlah penyaluran 
dana infaq/sedekah yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang 
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diterima langsung oleh penerima infaq/sedekah.84 Pengungkapan tersebut 
perlakuannya sama dengan pengakuan pada dana zakat yakni ditampilkan pada 
laporan pertanggungjawaban BAZNAS. Secara nominal ditampilkan biaya 
operasional, biaya ATK, dan biaya inventaris yang menunjang aktivitas BAZNAS. 
Beban pengelolaan tersebut lalu direkapitulasi jumlah nominalnya dan termasuk 
dalam bagian amil pada laporan pertanggungjawaban Tahunan BAZNAS. Sedangkan 
jumlah dana yang langsung diterima oleh mustahiq dapat dilihat pada rekapitulasi 
penyaluran dana infaq/sedekah haji dan infaq PNS dari program sosial, program 
ekonomi dan SDM, program kesehatan dan pendidikan, dan program keagamaan 
yang masing-masing menyalurkan kepada mustahiq sesuai dengan tujuan program 
penyaluran tersebut. 
  Adapun dalam PSAK 109 poin 34 menyatakan penyajian Amil menyajikan 
dana zakat, dan infaq/sedekah, dana amil, dan dana non halal secara terpisah dalam 
neraca (laporan posisi keuangan).85 Sementara penyajian laporan keuangan yang 
dibuat oleh BAZNAS Kota Makassar adalah laporan perubahan dana yang 
menyajikan total penerimaan dan penyaluran dana zakat dan infak/sedekah. Laporan 
ini mencerminkan kinerja amil dalam kapasitasnya menarik dan mengumpulkan dana 
dan menyalurkan sesuai sasaran, sehingga tujuan zakat dapat tercapai dan dirasakan 
manfaatnya bagi mustahiq.  
  Dalam laporan keuangan BAZNAS Kota Makassar menyajikan dana zakat, 
dan infaq/sedekah, dan dana Amil secara terpisah dalam melalui buku kas dan 
laporan rekapitulasi program penyaluran sesuai program namun belum mencatat 
                                                             
  84Ikatan Akuntan Indonesia. Exposure Draft(ED) PSAK 109 tentang zakat dan 
Infaq/sedekah, 2008, h. 08 
  85Ikatan Akuntan Indonesia. Exposure Draft(ED) PSAK 109 tentang zakat dan 
Infaq/sedekah, 2008, h. 07. 
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dana non halal. Sejauh ini pemahaman SDM BAZNAS Kota Makassar terkait 
penerapan PSAK 109 masih minim sehingga pembukuannya masih menggunakan 
sistem sederhana dan belum sepenuhnya memakai standar pelaporan keuangan yang 
sesuai dengan PSAK 109. Berdasarkan dalam laporan auditor independen 
menyatakan bahwa laporan keuangan BAZNAS Kota Makassar mendaparkan opini 
wajar tanpa pengecualian dan sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum.86 Akan 
tetapi minimnya sosialisasi penerapan PSAK 109 dan penerapan UU 23 Tahun 2011 
yang baru akan diterapkan di tahun 2015 sehingga penerapan PSAK 109 di 
BAZNAS Kota Makassar belum dilaksanakan. Bila mengacu kepada PSAK 109 
bentuk laporan keuangan sesuai dengan ilustrasi di bawah ini: 
 
Ilustrasi I 
Neraca (Laporan Posisi Keuangan) 
BAZ (XXX) 
Per 31 Desember 2XX2 
Keterangan Rp Keterangan Rp 
Aset 
 
Aset lancar  
Kas dan setara kas     
Instrumen keuangan     
Piutang         
 
 
Aset tidak lancar 
 
 
 
 
xxx 
xxx 
xxx 
 
 
 
 
Kewajiban 
 
Kewajiban jangka pendek 
Biaya yang masih harus   
dibayar 
 
Kewajiban jangka 
panjang 
Imbalan kerja jangka 
   panjang 
 
 
 
 
xxx 
 
 
 
 
xxx 
 
                                                             
86Arsip BAZNAS Kota Makassar, Laporan Auditor Independen Mansyur Sain dan Rekan, 
No:01-BAZ/AU/KAP-MS/XII/2011 
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Aset tetap    
Akumulasi penyusutan   
xxx 
(xxx)  
Saldo Dana   
Dana zakat      
Dana infak/sedekah      
Dana amil      
Dana nonhalal      
Jumlah dana      
 
 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx  
Jumlah Aset xxx Jumlah Kewajiban dan 
dana 
xxx 
(Sumber: diadaptasi dari ED PSAK 109 tentang zakat dan infaq/sedekah) 
 
Ilustrasi II 
Keterangan Rp 
DANA ZAKAT 
Penerimaan 
 muzakki individual  
Hasil penempatan  
Jumlah penerimaan dana zakat  
Bagian amil atas penerimaan dana zakat  
Jumlah penerimaan dana zakat setelah bagian amil  
Penyaluran 
Fakir-Miskin  
Riqab  
Gharim  
Muallaf  
Sabilillah 
Ibnu sabil 
Jumlah penyaluran dana zakat  
Surplus (defisit)   
Saldo awal   
Saldo akhir 
 
 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
 
(xxx) 
(xxx) 
(xxx) 
(xxx) 
(xxx) 
(xxx) 
(xxx) 
xxx 
xxx 
xxx 
DANA INFAK/ SEDEKAH  
Penerimaan  
Infak/sedekah terikat atau muqayyadah   
Infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah   
Bagian amil atas penerimaan dana infak/sedekah   
Hasil pengelolaan   
 
 
xxx  
xxx 
(xxx)  
xxx  
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Jumlah penerimaan dana infaq/sedekah  
  
Penyaluran  
Infak/sedekah terikat atau muqayyadah   
 Infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah  
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan  
   (misalnya beban penyusutan dan penyisihan) 
Jumlah penyaluran dana infak/sedekah  
Surplus (defisit)    
Saldo awal    
Saldo akhir  
xxx  
  
  
(xxx)  
(xxx ) 
(xxx) 
 
(xxx) 
xxx 
xxx 
xxx 
DANA  AMIL 
Penerimaan 
Bagian amil dari dana zakat    
Bagian amil dari dana infak/sedekah    
Penerimaan lainnya   
Jumlah penerimaan dana amil   
Penggunaan 
Beban pegawai  
Beban penyusutan  
Beban umum dan administrasi lainnya  
Jumlah penggunaan dana amil  
Surplus (defisit)   
Saldo awal   
Saldo akhir 
 
 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
 
(xxx) 
(xxx) 
(xxx) 
(xxx) 
xxx 
xxx 
xxx 
DANA NONHALAL 
Penerimaan 
Bunga bank   
Jasa giro  
Penerimaan nonhalal lainnya   
Jumlah penerimaan dana nonhalal   
Penggunaan 
Jumlah penggunaan dana nonhalal  
Surplus (defisit)   
Saldo awal   
Saldo akhir 
 
 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
 
(xxx) 
xxx 
xxx 
xxx 
Jumlah saldo dana zakat, dana infak/sedekah, 
   dana amil  dan dana nonhalal 
xxx 
(Sumber: diadaptasi dari ED PSAK 109 tentang zakat dan infaq/sedekah) 
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Ilustrasi III 
Laporan Perubahan Aset Kelolaan 
BAZ “XXX” 
Untuk  periode yang berakhir 31 Desember 2XX2 
 
 Saldo 
Awal 
Penamb
ahan 
Pengura
ngan 
Penyisih
an 
Akumulasi 
Penyusutan 
Saldo 
Akhir 
Dana infak/ 
sedekah – aset 
kelolaan lancar 
(misal piutang 
bergulir) 
xxx xxx (xxx)  - xxx 
Dana infak/ 
sedekah – ase 
kelolaan tidak 
lancar (misal 
rumah sakit 
atau sekolah) 
xxx xxx (xxx) - (xxx) xxx 
(Sumber: diadaptasi dari ED PSAK 109 tentang zakat dan infaq/sedekah) 
Laporan Arus Kas 
  Entitas amil menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK 2: Laporan 
Arus Kas dan PSAK yang relevan. 
Catatan atas Laporan Keuangan. 
  Amil menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 101: 
Penyajian Laporan Keuangan Syariah dan PSAK yang relevan. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
  Setelah melakukan penelitian dan menganalisis data yang telah diperoleh dari 
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar dan membandingkan dengan 
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 tentang zakat dan 
infaq/sedekah, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut : 
   Pertama, dalam praktik penghimpunan dana zakat yang dilakukan oleh 
BAZNAS Kota Makassar menggunakan beberapa sarana penghimpunan, salah 
satunya adalah membentuk Unit pengumpul Zakat (UPZ) di beberapa instansi 
pemerintahan di Kota Makassar. Kata khudz merupakan kalimat perintah yang 
ditujukan kepada pemerintah, dalam hal ini amil zakat,  untuk menarik zakat dari para 
muzakki. Ungkapan tersebut menunjukkan sebuah keharusan/kewajiban bagi 
penguasa sebagai tugas yang dibebankan oleh Allah untuk melaksanakan operasional 
zakat dengan baik.  
  Kedua, penyaluran dana zakat pada BAZNAS Kota Makassar kepada 
mustahiq telah sesuai dengan ketentuan syariah sebagaimana firman Allah swt dalam 
QS At-Taubah/9:60. Dalam proses penyaluran dana zakat yang dilakukan disesuaikan 
dengan prioritas asnaf yang sangat membutuhkan yakni, masyarakat miskin dan pra-
sejahtera yang ada di Kota Makassar. Selain itu, model penyaluran sesuai dengan 
kebijakan BAZNAS tidak terbatas pada penyaluran langsung kepada mustahiq. Akan 
tetapi, model penyaluran dilakukan dengan kebijakan berbagai program penyaluran 
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yang terbagi kepada 4 bidang yakni, bidang keagamaan, bidang ekonomi dan SDM, 
bidang pendidikan dan kesehatan, dan bidang sosial. Diharapkan melalui program-
program tersebut dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat yang menerimanya. 
   Ketiga, Pengakuan terhadap dana zakat dan infaq/sedekah oleh BAZNAS 
Kota Makassar dilakukan berdasarkan dengan nilai dasar tunai (cash basis) yaitu 
pencatatan dilakukan pada saat kas diterima dan pada saat kas dikeluarkan. 
Pengukuran terhadap dana yang diterima atau yang dikeluarkan diukur sebesar kas 
yang diterima atau dikeluarkan. Sistem pencatatan yang diterapkan juga masih 
menggunakan sistem pencatatan single entry yang sangat sederhana. Sehingga 
laporan keuangan BAZNAS Kota Makassar yang dihasilkan hanya ada satu jenis 
laporan keuangan yakni laporan perubahan dana. Idealnya sesuai dengan PSAK 109 , 
ada 5 jenis laporan keuangan yang mesti dibuat oleh lembaga amil zakat yakni: 
Neraca, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, 
dan catatan atas laporan keuangan. Sehingga secara umum BAZNAS Kota Makassar 
masih belum menerapkan PSAK 109 secara utuh. 
B. Saran 
1. Penerapan akuntansi yang diterapkan oleh BAZNAS Kota Makassar harus 
dibenahi menjadi lebih baik lagi khususnya dalam penyajian laporan 
keuangan. Penerapan akntansi untuk lembaga amil zakat sebaiknya mengacu 
kepada PSAK 109 dan standar akuntansi yang terkait serta sesuai dengan 
prinsip syariah. Hingga kini BAZNAS Kota Makassar masih menggunakan 
sistem pencatatan single entry yang tergolong masing sangat sederhana. Ke 
depannya BAZNAS sebaiknya menerapkan sistem pencatatan double entry 
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dimana transaksi ekonomi dicatat dua kali pada debit dan kredit. Dengan 
sistem ini akan mempermudah BAZNAS Kota Makassar dalam penyusunan 
laporan keuangan pada akhir periode. 
2. Melihat proses penyusunan laporan keuangan BAZNAS Kota Makassar yang 
langsung dikelola oleh Bendahara BAZNAS. Maka sebaiknya ke depannya 
BAZNAS Kota Makassar perlu mengangkat seorang akuntan yang ditugaskan 
khusus untuk menyusun laporan keuangan BAZNAS yang sesuai dengan 
PSAK 109 dan membenahi proses pencatatan laporan keuangan. 
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